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	MODUL AJAR 
KURIKULUM MERDEKA

	
Institusi                                :	_______________________________
Nama Penyusun                 :	_______________________________
NIK                                     :	_______________________________
Mata pelajaran	:	Pendidikan Pancasila 
Fase F, Kelas / Semester	:	XII (Dua Belas)  / II (Genap)







MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
BAB 5 PRAKTIK GOTONG ROYONG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

	
INFORMASI UMUM 	

	A.  IDENTITAS MODUL

	Penyusun
Institusi
Tahun Penyusunan
Jenjang Sekolah
Mata Pelajaran
Fase F, Kelas / Semester
Elemen
Kata Kunci
Alokasi Waktu
	:
:
:
:
:
:
:
:
:
	..................................... 
..................................... 
Tahun 20 ...
..................................... 
Pendidikan Pancasila 
XII (Dua Belas)  / II (Genap)
Bhinneka Tunggal Ika
Gotong royong, Bekerja sama, Praktik 
8 JP (4 x Pertemuan)

	B.  KOMPETENSI AWAL 

	Peserta didik mampu merancang kegiatan bersama sebagai wujud praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

	C.  PROFIL PELAJAR PANCASILA

	Bergotong Royong

	D.  SARANA DAN PRASARANA

	Hal yang Perlu Dipersiapkan 
· Daftar hadir peserta didik
· Alat tulis yang diperlukan.
· Beberapa contoh portofolio (jika ada)

Sumber Belajar Utama
· Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
· ------------------------ 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia
· Sarwono, Sarlito. W. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers.

	E.  TARGET PESERTA DIDIK

	· Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

	F.  MODEL PEMBELAJARAN

	· Tatap muka dengan alur merdeka


	KOMPONEN INTI

	A.  TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

	Pertemuan Pertama
12.5.1.   Peserta didik diharapkan mampu merancang kegiatan bersama sebagai wujud praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Melalui aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan keterampilan dalam bekerja sama untuk mewujudkan praktik gotong royong melalui hal-hal berikut.
1. Memahami makna kerja sama dalam gotong royong.
2. Kegiatan bersama dalam membangun gotong royong di lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan dalam masyarakat.
3. Menjabarkan sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan dalam bekerja sama dan bergotong royong sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku.

Pertemuan Kedua
12.5.2.   Peserta didik mampu merancang kegiatan bersama sebagai wujud praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Melalui aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan pengetahuan tentang hal-hal berikut.
1. Nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia
2. Bentuk-bentuk kegiatan gotong royong masyarakat Indonesia
3. Pergeseran perilaku gotong royong masyarakat Indonesia

Pertemuan Ketiga dan Keempat
12.5.3.   Peserta didik mampu merancang kegiatan bersama sebagai wujud praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Dengan kegiatan praktik, peserta didik diharapkan mampu menginisiasi kegiatan bersama sebagai wujud praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap sosial yang baik dan keterampilan bersosialisasi dalam kehidupan lingkungan masyarakat.

	B.  PEMAHAMAN BERMAKNA 

	Kemampuan dalam memahami konsep bergotong royong dalam kehidupan masyarakat diperlukan untuk mempermudah peserta didik dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran demi mempraktikkan kegiatan gotong royong.
Selain itu, perlunya sikap sosial yang baik sebagai pendorong moralitas peserta didik dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat sangat diperlukan pada Bab 5. Hal itu sebagai modal dalam melaksanakan berbagai bentuk aktivitas yang akan bersinggungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

	C.  PERTANYAAN PEMANTIK 

	· Apa pentingnya kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari?

	D.   KEGIATAN PEMBELAJARAN

	Pertemuan Ke-1 “Kerja Sama Dalam Bergotong Royong” 
2 JP ( 1 x Pertemuan )

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Kondisikan kelas dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan yang diimani atau melakukan absensi kelas.
2. Ajaklah peserta didik dengan media foto cuplikan Pidato Presiden RI 1 Ir Sukarno tentang memaknai dasar negara yang diperas menjadi Eka Sila, yaitu gotong royong.
3. Berikan pertanyaan stimulan/pemantik berikut ini.
a) Bagaimana pentingnya gotong royong bagi masyarakat Indonesia?
b) Mengapa budaya gotong royong sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia?
4. Guru dapat melakukan pembahasan mengenai hasil jawaban yang telah direspons oleh peserta didik, melalui hal berikut.
a) Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah memberikan jawaban yang tepat sesuai materi yang akan diajarkan.
b) Guru meluruskan berbagai hasil respons dari peserta didik yang dirasakan tidak tepat terhadap jawaban yang didapatkan.
5. Guru dapat memberikan asesmen awal pembelajaran dengan menggunakan rubrik Asesmen Awal, Siap Belajar.

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1.  Pada kegiatan ini, guru memberikan materi stimulan tentang arti kerja sama dalam praktik gotong royong sebagai berikut.
Berikut ini faktor-faktor yang dapat memengaruhi terciptanya kerja sama dalam gotong royong masyarakat Indonesia.
a) Faktor Pendorong
1) Saling Kebergantungan
Saling kebergantungan diperlukan di antara para anggota dalam hal ini kebergantungan informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya kebergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.
2) Keikhlasan dalam Melaksanakan Kegiatan
Sifat dari kerja sama dalam gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang didasarkan pada rasa peduli dan ikhlas terhadap sesama.
3) Penggunaan Bahasa yang Umum dan Tepat
Penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti antarsesama anggota akan memberikan dampak positif terhadap interaksi yang ditimbulkan.
4) Keterampilan dalam Melakukan Managemen Konflik
Keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.
b) Faktor Penghambat
1) Ketidaksadaran manusia sebagai makhluk sosial.
2) Adanya perbedaan pendapat.
3) Mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum.
4) Ketidakmampuan dan ketidakpercayaan diri.
[image: ]3. Peserta didik diminta untuk melakukan aktivitas pembelajaran, guru dapat memberikan berbagai berita, artikel atau opini dengan tautan sebagai berikut.
a) https://buku.kemdikbud.go.id/s/op6nf8 
b) https://buku.kemdikbud.go.id/s/qucc7h 
4. Peserta didik dan guru diajak untuk merancang kegiatan Aktivitas 5.1 Siap Eksplorasi. Pada aktivitas pembelajaran ini, guru memberikan ilustrasi berupa foto dan diagram data sampah. Guru dapat menggunakan prosedur pelaksanaan dalam Buku Siswa. Alur pelaksanaan aktivitas sebagai berikut.
[image: ]
Tahapan Rancangan Persiapan
1.  Peserta didik dapat dibagi ke dalam 3 kelompok terdiri atas 8-10 orang. Kelompok 1 membuat tong sampah organik (warna hijau), kelompok 2 membuat tong sampah nonorganik (warna kuning), kelompok 3 membuat sampah nonorganik berbahan kertas (warna biru).
2. Guru mengarahkan kepada peserta didik untuk memilih salah satu orang menjadi ketua.
3. Guru dapat menjelaskan tentang pentingnya proyek gotong royong kewarganegaraan bertajuk “Bersahabat dengan Sampah” yang akan dilaksanakan oleh setiap kelompok. Guru dapat memberikan penguatan sikap dan perilaku sebagai berikut.
[image: ]
4. Peserta didik membagi tugas (job description) kepada anggotanya untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
5. Guru mengarahkan setiap kelompok membawa bahan baku pembuatan tong sampah beserta tutupnya dari barang bekas, seperti drum bekas, ember bekas, bambu, kayu, dan barang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat tong sampah.
6. Guru memfasilitasi kepada setiap kelompok untuk membawa cat sesuai dengan pembagian kelompoknya. Warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah nonorganik, dan warna biru untuk nonorganic berbahan kertas.
7. Guru mengarahkan setiap kelompok membawa kuas untuk mewarnai tong sampah dan memberi nama sesuai dengan jenis sampahnya.
8. Guru mengarahkan setiap kelompok membawa alat yang diperlukan dalam pembuatan tong sampah seperti paku, palu, gunting, dan sebagainya.

Tahapan Rancangan Jadwal
1. Sebagai alur pelaksanaan kegiatan proyek, guru dapat menyusun rancangan pelaksanaan proyek selama 1 semester. Berikut ini gambaran alternatif lini masa yang dapat dijadikan acuan.
[image: ]

Keterangan :
P1    : Pertemuan ke-1
P dst : Pertemuan seterusnya

Tahap Pelaksanaan Proyek
1. Guru memberikan arahan tentang prosedur pelaksanaan proyek yang ada di Buku Siswa.
2. Guru bersama peserta didik membuat poster atau pamflet sederhana sebagai sarana informasi untuk semua warga sekolah terkait tujuan proyek yang sudah dikerjakan.
3. Guru memberikan acuan penilaian aktivitas dengan rubrik sebagai berikut.
[image: ]
Penilaian berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh setiap kelompok. 
Hasil dari aktivitas ini dapat dijadikan sebagai nilai keterampilan bagi peserta didik.
4. Guru melakukan evaluasi terhadap sikap dan perilaku melalui penilaian antarpeserta didik dengan Siap Eksplorasi. Siap Bereksplorasi ini merupakan bentuk konfirmasi dari hasil penilaian oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama. Pada aktivitas ini, perserta didik diminta untuk melakukan penilaian antarteman. Format penilaian dapat diambil dari Buku Siswa.
5. Guru dapat melalukan observasi dengan alternatif rubrik lain untuk mengukur tingkat keterampilan sebuah tim yang solid dalam membangun kerja sama.
[image: ]
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Alternatif Kegiatan Pembelajaran
Sebagai alternatif kegiatan pembelajaran, guru untuk membangun sikap dan perilaku peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
[image: ]

c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1.  Peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan melalui aktivitas pembelajaran yang dialami.
2. Peserta didik dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dialami.
3. Peserta didik dapat menambah informasi yang ada di dalam Buku Siswa dalam rubrik Tahukah Kamu.
4. Guru dapat memberikan apresiasi dan evaluasi kepada peserta didik.
5. Peserta didik diminta untuk melanjutkan kegiatan proyek sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disepakati.
6. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran selanjutnya.

Cakupan Materi Tambahan yang Dapat Diberikan Selama Pembelajaran Pertemuan Pertama
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Prinsip-Prinsip dalam Kerja Sama
Prinsip-prinsip kerja sama antara lain sebagai berikut.
1. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik.
2. Memperhatikan kepentingan bersama.
3. Saling menguntungkan.
Aspek dalam Kerja Sama
Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama.
1. Dua orang atau lebih. Artinya, kerja sama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerja sama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut. 
2. Aktivitas. Menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
3. Tujuan/target. Merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut, biasanya berupa keuntungan, baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
4. Jangka waktu tertentu. Menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu. Artinya, ada kesepakan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

	Pertemuan Ke-2 “Nilai Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia” 2 JP ( 1 x Pertemuan )

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1.  Peserta didik bersama guru melakukan pengkondisian kelas untuk memulai pembelajaran.
2. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru dapat mengajak diskusi tentang bentuk-bentuk gotong royong di era kekinian.
3. Guru dapat memberikan apersepsi beberapa contoh program pemerintah yang bersinggungan dengan gotong royong, misalnya program pemerintah terkait pemerataan pembangunan di daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga.

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1.  Guru memberikan perintah untuk melaksanakan Aktivitas 5.2 Siap Eksplorasi. Guru dapat menggunakan format Tabel 5.3 pada Buku Siswa.
2. Peserta didik melakukan pencarian dengan aktivitas ini, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk dibagi dalam kelompok.
3. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan Aktivitas 5.3 Siap Profil Pelajar Pancasila sesuai dalam alur Buku Siswa.
4. Guru dapat memberikan berbagai contoh istilah gotong royong sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitar.
5. Guru dapat menunjuk perwakilan beberapa peserta didik untuk presentasi hasil dengan rubrik penilaian sebagai berikut.
[image: ]
6. Guru dapat memberikan materi terlebih dahulu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong bagi masyarakat Indonesia sebagai berikut.
[image: ]
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7. Setelah menyelesaikan aktivitas dan pemberian materi tentang Nilai Gotong Royong, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan Aktivitas 5.4 Siap Eksplorasi secara mandiri.
8. Guru dapat menggunakan tautan artikel berikut ini sebagai alternatif.
https://buku.kemdikbud.go.id/s/rvx4yx 
[image: ]
9. Pada aktivitas ini, guru dapat menilai hasil gagasan yang dikemukakan oleh peserta didik dengan rubrik penilaian berikut.
[image: ]
Alternatif Kegiatan Pembelajaran
Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut.
[image: ]
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[image: ]c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1.  Pada akhir pertemuan, guru dapat mengarahkan pada scan barcode berikut untuk memberikan informasi tambahan tentang istilah gotong royong.
https://buku.kemdikbud.go.id/s/yvnocj 
2. Guru dapat kembali mengukur pemahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut.
a) Mengapa masyarakat Indonesia sangat memerlukan gotong royong dalam berbagai bidang kehidupan?
b) Bagaimana perwujudan kerja sama dalam gotong royong yang kamu ketahui?
3. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. 
4. Guru memberikan apresiasi.
5. Guru mengarahkan untuk mempersiapkan materi pada pertemuan berikutnya tentang praktik gotong royong dalam masyakarat Indonesia.

	Pertemuan Ke-3 dan Ke-4 “Praktik Gotong Royong” 4 JP ( 2 x Pertemuan )

	Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.
2. Peserta didik bersama guru melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan.
3. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru dapat memberikan contoh gambar atau video tentang gotong royong yang sudah menjadi tradisi.
4. Guru dapat memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik sebagai berikut.
a) Tahukah kamu tentang tradisi gotong royong di Indonesia?
b) Mengapa masyarakat berkenan melakukan tradisi gotong royong tersebut?
c) Apakah kamu pernah mengikuti tradisi gotong royong tersebut?

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran.
2. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, guru dapat memberikan tambahan materi sebagai berikut.
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3. Peserta didik bersama guru melakukan Aktivitas 5.5 Siap Eksplorasi untuk melakukan pencarian bentuk-bentuk gotong royong yang telah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat.
Proses Identifikasi
1. Guru membagi kelas dalam kelompok sesuai dengan alur pada Buku Siswa.
2. Peserta didik bersama guru mengidentifikasi dan menentukan bentuk tradisi gotong royong yang tergambar dalam Buku Siswa.
Proses Pelaksanaan
1. Guru memberikan aturan pelaksanaan proses pencarian sesuai dengan alur Aktivitas 5.5.
2. Guru meminta kepada semua kelompok untuk membuat laporan keikutsertaan kelompok ke dalam kegiatan gotong royong dan buktikan dengan foto atau sebuah video dengan durasi maksimal 3 menit.
Proses Evaluasi dan Penilaian
1. Guru memberikan rambu-rambu penilaian terhadap Aktivitas 5.5 dalam pembuatan konten sesuai dengan alur Buku Siswa.
2. Peserta didik diminta untuk membagikan momen keikutsertaan kelompok dalam kegiatan gotong royong melalui sosial media yang dimiliki.
3. Guru dapat melakukan penilaian kelompok dengan menggunakan rubrik berikut ini.
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c. Kegiatan Penutup
Guru mengajak peserta didik untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran di rumah dan dapat dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya serta menutup pembelajaran.

Pertemuan Keempat
a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Guru bersama peserta didik mengondisikan kelas.
2. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan hasil observasi pada aktivitas pembelajaran sebelumnya.
3. Guru memberikan arahan untuk peserta didik tentang presentasi dari hasil aktivitas pembelajaran di depan kelas.

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Guru dapat mengamati, mengonfirmasi, dan memberikan penilaian kepada peserta didik tentang hasil presentasi yang dilakukan.
2. Guru dapat melakukan penilaian dengan rubrik pada Tabel 5.11.
3. Guru memberikan apresiasi, konfirmasi, dan evaluasi kepada peserta didik yang telah melaksanakan presentasi.
4. Guru bersama peserta didik melanjutkan Aktivitas 5.6 Siap Profil Pelajar Pancasila. Pada aktivitas ini, peserta didik melakukan praktik gotong royong sederhana dengan tahapan sebagai berikut.
Perencanaan
a) Pada tahap ini, guru mengarahkan dan membentuk kelompok besar dalam satu kelas.
b) Guru memberikan alternatif pilihan tema yang dipilih yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Acuan tema dapat diambil dari Buku Siswa.
c) Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk memberikan nama kegiatan dengan judul Gotong Royong Dimulai dari Aku.
Pelaksanaan
Guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan keikutsertaan anggota kelompok dan kemampuan terlaksananya kegiatan sesuai dengan latar belakang sosial lingkungan masyarakat.
Evaluasi
a) Pada tahap ini, guru memberikan format penilaian yang terdapat pada Buku Siswa untuk menilai setiap anggota kelompok secara jujur dan mandiri.
b) Guru mengingatkan untuk memberikan hasil praktik dengan bukti berupa foto, video atau resume yang disusun setiap anggota kelompok. 
c) Guru dapat menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut.
[image: ]
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c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1. Guru dapat memberikan arahan kepada kelompok yang masih memerlukan bimbingan dan arahan.
2. Peserta didik dan guru dapat melakukan refleksi pembelajaran.
3. Guru bersama peserta didik menutup kegiatan pembelajaran.

	F.  ASESMEN

	Asesmen dilakukan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Pada Bab 5 ini, persebaran asesmen dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas pembelajaran.
Asesmen awal pembelajaran dilakukan dengan rubrik latihan. Selanjutnya untuk asesmen formatif dilakukan pada aktivitas 5.1 sampai 5.6. Penilaian sumatif dilakukan dengan uji kompetensi pada akhir bab yang berbentuk pembuatan laporan unjuk kerja.
Asesmen Formatif
[image: ]
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Setelah melakukan proyek Aktivitas 5.1, silakan kamu lakukan penilaian Antaranggota kelompok secara mandiri. Gunakan rubrik di bawah ini
[image: ]
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Setelah kamu melakukan Aktivitas 5.2 terkait dengan berbagai macam bentuk gotong royong di lingkungan sosial, kamu akan mendapatkan beberapa informasi yang cukup untuk mengidentifikasi manfaat dari kegiatan gotong royong tersebut. Jadi, apa manfaat kegiatan gotong royong bagi kehidupan masyarakat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kamu lakukan Aktivitas 5.3 Profil Pelajar Pancasila berikut ini secara berkelompok!
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Asesmen Sumatif 
[image: ]
Uji Kompetensi BAB V tentang gotong royong kepribadian bangsa dilakukan dengan penilaian sebagai berikut.
A. Pembuatan Laporan Penelitian Sederhana terhadap Pelaksanaan Kegiatan Praktik Gotong Royong yang sudah kamu lakukan sebagai berikut.
1. Gotong Royong untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah 2. Gotong Royong Menciptakan Budaya Literasi demi Mewujudkan Generasi Emas 2045
3. Gotong Royong Membangun Perilaku Jujur melalui Kantin Kejujuran
4. Gotong Royong Menghias Kelas untuk Meningkatkan Kenyamanan dalam Proses Belajar-Mengajar
5. Gotong Royong Membentuk Kedisiplinan melalui Kesepakatan dan Konsensus Bersama Warga Sekolah
Ketentuan
Setiap peserta didik melaksanakan dan membuat laporan penelitian tentang praktik gotong royong sesuai tema yang sudah dipilih dengan sistematika laporan sebagai berikut.
a. Judul Penelitian
b. Bab 1 Pendahuluan
• Latar Belakang Masalah
• Tujuan Penelitian
c. Bab 2 Isi
• Laporan Pelaksanaan Kantin Kejujuran
• Analisis Hasil Laporan Pelaksanaan Kantin Kejujuran
d. Bab 3 Penutup
• Kesimpulan
• Saran
B. Melakukan Aksi Semarak Gotong Royong dengan membuat media poster, ilustrasi atau video sebagai bentuk kampanye membangun budaya gotong royong. Media yang dihasilkan dikumpulkan kepada guru dan disebarkan melalui akun media sosial setiap peserta didik. Adapun konten yang dapat dikembangkan sebagai berikut.
1. Gotong Royong Membangun Budaya Jujur di Sekolah
2. Kantin Kejujuran, Membangun Budaya Bangsa
3. Gotong Royong, Kepribadian Bangsa Indonesia
4. Generasi Milenial, Pelopor Budaya Gotong Royong
5. Indonesia, Negara Berkepribadian Gotong Royong

Kunci Jawaban Uji Kompetensi 
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	F.  REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

	a. Releksi Peserta Didik
Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kamu melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan. Pelajaran berharga apa yangdapat diambil dari berbagai aktivitas pembelajaran yang telah kamu lakukan? 

b. Releksi Guru
Metode yang digunakan apakah sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Jika belum, dapat menggunakan metode atau strategi pembelajaran lainnya yang lebih efektif.

	G.  KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL

	Kegiatan tindak lanjut dapat berupa dua hal berikut.
[image: ]a. Pengayaan
Pahami tentang berkarya dengan bergotong royong pada laman youtube Kemendikbud RI berikut ini.
Apa yang kamu sadari tentang pentingnya gotong royong? Bagaimana berperilaku berdasarkan keanekaragaman Indonesia bagi generasi milenial? Simak pemaparannya dengan scan barcode, ya!
[image: ]

b. Remedial
Bagi peserta didik yang membutuhkan tambahan arahan dan bimbingan, guru dapat memberikan pendekatan personal terkait dengan pelaksanaan praktik gotong royong dalam lingkungan masyarakat.
Proses remedial dapat dilakukan guru dengan berbagai macam alternatif sebagai berikut.
a. Guru dapat mengelompokkan peserta didik yang harus melakukan remedial praktik untuk membentuk kelompok tersendiri untuk melakukan kegiatan yang sama atau berbeda, bergantung pada situasi dan kondisi di lingkungan. 
b. Guru dapat melakukan penilaian antarteman sebagai alternatif penilaian yang objektif kepada peserta didik yang sedang melakukan remedial praktik

	H.  INTERAKSI DENGAN ORANG TUA/WALI & MASYARAKAT

	Pembelajaran berbasis aktivitas pada Bab 5 tentang Praktik Gotong Royong dalam Masyarakat Indonesia memerlukan hubungan antara orang tua/wali dengan peserta didik sebagai anak sekaligus warga masyarakat. Interaksi yang akan timbul dapat diarahkan untuk berperilaku aktif, sopan, dan santun terhadap budaya yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat tempat tinggal untuk meminimalisir terjadinya konflik. Pola perilaku yang akan ditumbuhkan dan dinilai terhadap peserta didik untuk mewujudkan warga masyarakat yang berkepribadian bangsa dalam menjaga tradisi dan budaya bangsa, yaitu gotong royong.

	LAMPIRAN	

	A.  LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Nama Siswa : ………………..
Kelas             : ………………..
Petunjuk!
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan Benar 
1. Apa tujuan bergotong royong dalam masyarakat?
2. Apa ciri khas dari gotong royong?
3. Apa saja bentuk gotong royong dalam masyarakat?
4. Sikap apa saja yang harus ditunjukkan dalam kegiatan gotong royong?
5. Bagaimana cara melestarikan kegiatan gotong royong sebagai budaya bangsa?


	B.  BAHAN BACAAN GURU & PESERTA DIDIK

	· Guru dan peserta didik mencari berbagai informasi tentang Praktik Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia media atau website resmi dibawa nauangan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
· Buku Panduan Guru dan Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII : Penerbit, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahun 2023


	C.   GLOSARIUM

	· aktualisasi konsep psikologis, yang merujuk pada proses mencapai potensi maksimal seseorang dalam segala aspek kehidupan.
· amandemen perubahan resmi dokumen resmi
· analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
· ASIK sebuah akronim tentang prosedur untuk mencegah tergerus dalam isu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui alur Analisis, Sesuaikan, Inisiatif, dan Kembangkan.
· bangun proses membuat bentuk dari rancangan
· demokratis sifat yang timbul dari tindakan atau situasi demokrasi
· entitas satuan yang berwujud; wujud 
· gagasan solutif ide atau konsep yang dapat menyelesaikan suatu masalah
· harmonisasi proses atau upaya untuk menuju keselerasan
· ho-lopis kuntul-baris tolong-menolong dan gotong royong
· inisiatif memprakarsai sebuah tindakan
· internalisasi penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
· kembangkan mengembangkan insiatif dari hal yang paling mudah dilakukan sampai dengan sanggup mencegahnya sesuai dengan peran yang dimiliki di masyarakat
· kemufakatan mufakat/sepakat
· kewajiban warga negara hal yang wajib muncul karena ingin memenuhi hak sebagai anggota suatu negara
· konsekuensi hasil dari tindakan maupun situasi tertentu
· konsensus kesepakatan kata atau permufakatan bersama
· mekanisme suatu tata cara untuk melakukan suatu hal tertentu
· merancang membuat rangkaian kerja secara berurutan sebelum dibuat menjadi sebuah karya, kinerja, maupun pengorganisasian sesuatu  
· milenial generasi yang lahir pada 1981-1996 (saat ini berusia 24-39 tahun)
· model pola atau tata cara dalam melakukan tindakan agar sesuai dengan tujuannya
· Nawacita Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan)
· otonom kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri
· otoritas kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya
· pelanggaran hak perilaku, ucapan, sikap yang menghalangi, merusak, mencabut kehendak orang lain pengingkaran kewajiban perilaku, ucapan, sikap yang tidak sesuai dengan yang seharusnya 
· permasalahan peristiwa yang dianggap meresahkan sehingga harus diperhatikan untuk diselesaikan pluralis kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis
· rancang proses menyusun rencana
· ranumkan akronim untuk alur pembelajaran rancang, bangun, dan menerapkan 
· regulator alat pengatur
· representasi perbuatan atau tindakan untuk mewakili sesuatu atau hal rotasi gerak perputaran suatu benda pada porosnya seperti
· halnya roda yang berputar
· sesuaikan klarifikasi dengan cara menyesuaikannya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban warga negara
· sinambung suatu kejadian yang terus menerus
· spontan serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan lebih dulu; melakukan sesuatu karena dorongan hati, tidak karena anjuran
· statis dalam keadaan diam (tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya
· terapkan aksi yang dilakukan atas bentuk yang telah dirancang
· tulen sejati, tulen/tidak tercampur
· urgensi sesuatu hal yang sangat Penting
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MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
BAB 6 MENELUSUR LEMBAGA NEGARA

	
INFORMASI UMUM 	

	A.  IDENTITAS MODUL

	Penyusun
Institusi
Tahun Penyusunan
Jenjang Sekolah
Mata Pelajaran
Fase F, Kelas / Semester
Elemen
Kata Kunci

Alokasi Waktu
	:
:
:
:
:
:
:
:

:
	..................................... 
..................................... 
Tahun 20 ...
..................................... 
Pendidikan Pancasila 
XII (Dua Belas)  / II (Genap)
NKRI
Lembaga Negara, Alat Negara, Kedudukan, Peran 
8 JP (4 x Pertemuan)

	B.  KOMPETENSI AWAL 

	Peserta didik mampu menelaah peran lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

	C.  PROFIL PELAJAR PANCASILA

	Bernalar Kritis

	D.  SARANA DAN PRASARANA

	Hal yang Perlu Dipersiapkan 
· Daftar hadir peserta didik
· Alat tulis yang diperlukan.
· Beberapa contoh portofolio (jika ada)

Sumber Belajar Utama
· Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015

	E.  TARGET PESERTA DIDIK

	· Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.


	F.  MODEL PEMBELAJARAN

	· Tatap muka dengan alur merdeka


	KOMPONEN INTI

	A.  TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

	Setelah melaksanakan pembelajaran ini,
Pertemuan Pertama
12.6.1.   Peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran subbab pertama tentang Lembaga Negara untuk mencapai:
1. menelaah pengertian lembaga negara di Indonesia
2. menelusur kedudukan lembaga negara di Indonesia

Pertemuan Kedua
12.6.2.   Peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Peserta didik melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dalam subbab 2 ini untuk mencapai:
1. menelaah kedudukan lembaga negara di Indonesia,
2. menganalisis fungsi lembaga negara.

Pertemuan Ketiga dan Keempat
12.6.3.   Peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah peran lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

	B.  PEMAHAMAN BERMAKNA 

	Pada bab Menelusur Lembaga Negara, konsep yang harus dipelajari sebagai prasyarat ialah pembagian kekuasan di Indonesia. Adapun untuk keterampilan yang dapat dijadikan prasyarat pembelajaran pada peserta didik ialah keterampilan pengoperasian gawai yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas pembelajaran.
Hal ini berkaitan dengan adanya scan barcode sebagai alternatif pembelajaran yang dapat dipergunakan sebagai bahan literasi, bahan aktivitas ataupun penilaian pembelajaran. Jika tidak terpenuhi, guru dapat menggunakan materi esensial yang ada  di dalam Buku Siswa.

	C.  PERTANYAAN PEMANTIK 

	· Apa saja lembaga negara dan bagaimana tugas wewenang masing-masing lembaga tersebut di Indonesia?

	D.   KEGIATAN PEMBELAJARAN

	Pertemuan Ke-1 “Pengertian Lembaga Negara” 2 JP ( 1 x Pertemuan )

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.
2. Guru mengajak peserta didik melalui kegiatan apersepsi dengan berpikir tentang lembaga negara.
3. Guru dapat menampilkan salah satu contoh: Istana Negara Bogor.
4. Guru dapat memberikan pertanyaan stimulan kepada peserta didik dengan pertanyaan pemantik. Siapakah yang berhak bertempat tinggal di Istana Negara?
5. Peserta didik diberikan asesmen awal pada Asesmen Awal, Siap Belajar Siap Berlatih sebagai penjajakan.

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1.  Peserta didik diminta untuk membaca cakupan materi yang ada di dalam Buku Siswa.
2. Guru dapat menambahkan beberapa bahan sumber tentang pengertian lembaga negara sebagai berikut.
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3. Peserta didik dapat melakukan Aktivitas 6.1.
4. Guru dapat memilih perwakilan beberapa kelompok untuk melakukan presentasi di dalam kelas.
5. Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil diskusi.
6. Guru menilai hasil disuksi dengan rubrik berikut.
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7. Guru dapat mengembalikan hasil diskusi kepada semua kelompok dan mengarahkan untuk aktivitas selanjutnya.
a) Anjuran penilaian dapat berupa penilaian presentasi dan penilaian nontes dengan lembar kerja peserta didik.
b) Apabila guru melakukan penilaian presentasi, dapat dilakukan penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. 
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Alternatif Kegiatan Pembelajaran Subbab Pertama 
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c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1.  Peserta didik diminta untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dialami.
2. Guru dapat memberikan apresiasi dan koreksi jika terdapat kesalahan konsep yang disimpulkan oleh peserta didik.
3. Guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan pengertian lembaga, bentuk-bentuk serta fungsinya yang telah dipelajari melalui pembuatan kesimpulan setiap peserta didik.
4. Peserta didik yang telah mampu dapat diarahkan untuk membaca sebuah informasi tentang pembubaran lembaga negara yang dilakukan oleh Presiden.
5. Bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan tambahan terkait dengan pembelajaran pengertian lembaga negara, dapat diberikan waktu sesi tanya jawab dan merangkum materi yang terkait.
6. Guru mengarahkan untuk mempelajari materi selanjutnya tentang kedudukan lembaga negara.



	Pertemuan Ke-2 “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara” 
2 JP ( 1 x Pertemuan )

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1.  Guru bersama peserta didik mengondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
2. Guru dapat memberi motivasi pada peserta didik, memberikan pertanyaan pemantik dan mengajak peserta didik untuk berpikir tentang kedudukan lembaga negara di Indonesia dengan pertanyaan: Bagaimana kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara representasi dari kedaulatan rakyat?

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Guru bersama peserta didik mencoba rubrik mengingat kembali tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia.
2. Selanjutnya, guru memberikan cakupan materi tentang kedudukan dan fungsi lembaga negara. Materi tambahan guru sebagai berikut.
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3. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan Aktivitas 6.2 Siap Eksplorasi.
4. Guru dapat melakukan penilaian Aktivitas 6.2 dengan rubrik sebagai berikut. 
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5. Guru mengajak peserta didik dengan membahas tentang isu-isu faktual yang berkaitan dengan lembaga negara.
6. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan Aktivitas 6.3 Siap Profil Pelajar Pancasila. 
7. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran dan melakukan presentasi.
8. Selebihnya, hasil gagasan dapat dikumpulkan sebagai tugas harian dan diberikan penilaian terkait isi gagasan dan ide yang telah dihasilkan oleh peserta didik.


Alternatif Kegiatan Pembelajaran subbab 2 
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c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1. Guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan dan menyimpulkan kedudukan dan fungsi lembaga negara yang telah dipelajari.
[image: ]2. Guru dapat menunjuk beberapa peserta didik untuk mengetahui umpan balik yang diterima oleh peserta didik.
3. Peserta didik yang telah menunjukkan indikasi pemahaman tentang kedudukan lembaga Negara dapat diberikan materi tambahan tentang institusi Polri melalui scan barcode berikut terkait informasi Polri yang dapat disampaikan kepada peserta didik. https://polri.go.id/ 
4. Guru mengarahkan untuk mempelajari materi selanjutnya tentang peran lembaga negara. 

	Pertemuan Ke-3 “Peran Lembaga Negara dalam Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial” 2 JP ( 1 x Pertemuan )

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.
2. Guru dapat memberikan stimulan kepada peserta didik untuk mengingat materi sebelumnya tentang kedudukan dan fungsi lembaga negara.
3. Guru dapat memberi motivasi pada peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik dengan beberapa pertanyaan berikut.
· Mengapa diperlukan penjaminan sosial oleh negara melalui Kementerian Sosial?
· Bagaimana peran lembaga negara dalam bidang politik?
· Apa tujuan pembentukan Bank Sentral Indonesia?
4. Guru dapat mengajak peserta didik untuk berpikir dengan rubrik Tahukah Kamu dan Siap Mengingat Kembali di Buku Siswa.

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Guru mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan Aktivitas 6.4 Siap Eksplorasi. Guru dapat melakukan penilaian terhadap kinerja peserta didik dengan menggunakan rubrik yang terdapat di Buku Siswa.
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2. Guru selanjutnya dapat mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan Latihan 6.2 Siap Berlatih sebagai evaluasi pembelajaran.
3. Guru dapat menambahkan berbagai nama lembaga negara yang dapat diklasifikasikan ke dalam spesifikasi bidang dan kewenangannya.

Alternatif Aktivitas Pembelajaran
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c. Kegiatan Penutup (10 Menit)
1. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
2. Guru dapat memberikan apresiasi atau koreksi terhadap simpulan yang dilakukan peserta didik dengan memperhatikan cakupan materi yang hendak dicapai.
3. Guru bersama peserta didik menyiapkan materi selanjutnya.

	Pertemuan Ke-4 “Peran Lembaga Negara dalam Bidang Budaya, Pertahanan, dan Keamanan” 2 JP ( 1 x Pertemuan )

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.
2. Guru mengingatkan materi sebelumnya tentang peran lembaga Negara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
3. Guru memberi motivasi pada peserta pertanyaan pemantik, dan mengajakpeserta didik untuk berpikir tentang peran lembaga negara di Indonesia dalam bidang budaya, pertahanan, dan keamanan. Beberapa pertanyaan pemantik yang dapat dilakukan oleh guru seperti berikut.
· Apa fungsi dari Taman Budaya?
· Bagaimana cara negara mempertahankan keamanan dari ancaman?

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Guru dapat memberikan stimulan kepada peserta didik untuk mendengarkan cuplikan pidato Ir. Sukarno tentang perumusan dasar negara yang membahas ekasila, trisila, dan Pancasila.
2. Guru dapat memberikan cakupan materi tambahan tentang peran lembaga dalam bidang budaya sebagai berikut.
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3. Peserta didik diarahkan melakukan Aktivitas 6.5 Siap Eksplorasi.
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4. Peserta didik melanjutkan melakukan Siap Profil Pelajar Pancasila. Aktivitas dapat dilakukan urun daya pada laman yang tersedia di Buku Siswa.
5. Guru bersama peserta didik melanjutkan pembahasan tentang peran lembaga negara dalam bidang pertahanan.
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6. Peserta didik diarahkan untuk melaksanakan Aktivitas 6.6 Siap Eksplorasi.

Alternatif Aktivitas Pembelajaran
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c. Kegiatan Penutup (10 Menit)
1. Peserta didik menyimpulkan kegiatan tentang peran lembaga Negara dalam bidang budaya, pertahanan, dan keamanan.
2. Guru dapat memberikan apresiasi dan koreksi jika terdapat kesalahan konsep materi yang disimpulkan oleh peserta didik.
3. Peserta didik melakukan refleksi terhadap materi dan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan.
4. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan bersama-sama terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.
5. Guru mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan uji kompetensi akhir bab.

	F.  ASESMEN

	Asesmen dilakukan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Pada Bab 6 ini, persebaran asesmen dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas pembelajaran. 
Sebagai asesmen awal pembelajaran dilakukan dengan rubrik Asesmen Awal, Siap Belajar selanjutnya untuk asesmen formatif dilakukan pada Aktivitas 6.1 sampai 6.6. Sebagai bentuk penilaian kognitif dapat dilakukan pada Latihan 6.1. Selanjutnya, untuk penilaian sumatif dilakukan dengan uji kompetensi pada akhir bab.
Asesmen Formatif
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Penilaian Kognitif
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Asesmen Sumatif 
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Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!
1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri.
Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer
2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....
A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....
A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain 
4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....
A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....
A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.
7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....
A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian
8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....
A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat
9. Perhatikan data berikut!
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6
10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap  UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....
A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah
11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....
A. tingkat kesadaran masyarakat rendah
B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
C. kurang tegasnya aparat penagak hukum
D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah
12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....
A. penentuan kondisi kritis ekonomi
B. penentuan keadaan darurat negara
C. penentuan anggaran belanja negara
D. penentuan kerja sama multilateral negara
E. penentuan perumusan perpu
13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....
A. pemisahan kekuasaan
B. pembagian kekuasaan
C. pelimpahan wewenang
D. pembagian kesetaraan
E. pemerataan kekuasaan
14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....
A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas
15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....
A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Soal Esai
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?
2. Perhatikan infografis berikut ini!
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Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!
3. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia?
4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!
5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?

Kunci Jawaban
1. Asesmen Awal, Siap Belajar
1. Alasan setiap negara membutuhkan lembaga negara ialah sebagai berikut.
a. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
b. Menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
c. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
d. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
e. Menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat.
f. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Trias Politica atau pembagian kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal Negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling memengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.
4. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandeman, MPR memegang kekuasaan superior/tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) sehingga mengakibatkan lembaga Negara terbagi menjadi dua, yaitu lembaga “tertinggi” negara dan lembaga “tinggi” negara (TAP MPR III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga Tinggi Negara).
Perubahan terjadi setelah adanya amandemen UUD 1945 menjadi UUDNRI Tahun 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya (setara), sedangkan kedaulatan berada di tangan rakyat (sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)
5. LEMBAGA TEKNIS DAERAH
a. Inspektorat
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c. Badan Kepegawaian Daerah
d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
f. Badan Pendapatan Daerah
g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
LEMBAGA PADA DAERAH
a. Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubemur dan DPRD Provinsi)
b. Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten)
c. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali Kota dan DPRD Kota)
2. Aktivitas 6.1 Siap Eksplorasi
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3. Aktivitas 6.2 Siap Eksplorasi
Nomor 1 Lembaga Negara di Indonesia
1. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut aturan dalam konstitusi dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi; UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK.
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga Negara Indonesia ialah sebagai berikut:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) https://www.mpr.go.id/ 
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) https://www.dpr.go.id/ 
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) https://dpd.go.id/ 
d. Presiden/Wakil Presiden https://www.presidenri.go.id/ 
e. Mahkamah Agung https://www.mahkamahagung.go.id/id 
f. Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/ 
g. Komisi Yudisial https://komisiyudisial.go.id/ 
h. Badan Pemeriksa Kekuangan https://www.bpk.go.id/ 
2. Kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen IV memiliki kedudukan yang sama/sejajar dengan istilah lembaga tinggi negara.
Fungsi Lembaga Negara
Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Lembaga Legislatif merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol.
Lembaga Yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya.
3. Contoh lembaga pada tingkat daerah
Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi: Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.
4. Aktivitas 6.3 Siap Proil Pelajar Pancasila
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Rubrik Penilaian Aktivitas 6.3
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Range Skor 0-100
Total Nilai (Jumlah Skor Perolehan / 5)
Panduan Jawaban
Menggunakan prinsip-prinsip good governance.
Partisipasi (participation), ketanggapan (responsiveness), akuntabilitas  (accountability), transparansi (transparency), aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum, dan kesetaraan dan kewajaran (fairness),
5. Aktivitas 6.4 Siap Ekspolrasi
1. Lembaga Negara yang secara eksplisit diatur berdasarkan UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Kekuangan
2. Alat Negara yang diatur dalam UUD NRI 1945
· Dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara.
· Pasal 30 ayat (4) berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”
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6. Aktivitas Latihan 6.2
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7. Aktivitas 6.5 Siap Eksplorasi
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Entitas budaya yang diakui oleh negara Indonesia seperti berikut.
a. Cagar Budaya
Cagar budaya ialah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan.
b. Objek Pemajuan Kebudayaan
Objek pemajuan kebudayaan ialah inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan ialah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus.
c. Tenaga Budaya
Tenaga budaya adalah pelaku budaya yang bergiat, bekerja, dan berkarya dalam bidang yang bekaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
d. Lembaga Budaya
Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara.
e. Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana kebudayaan adalah benda yang mendukung atau membantu untuk memajukan atau melestarikan kebudayaan.
3. Jawaban nomor 3 dapat disesuaikan dengan kondisi di lingkungan masyarakat.
8. Aktivitas 6.6 Siap Eksplorasi
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9. Uji Kopetensi Pilihan Ganda
[image: ]
10. Uji Kompetensi Esai
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	F.  REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

	a. Releksi Peserta Didik
Setelah menelusur lembaga negara melalui berbagai aktivitas di bab ini, apa saja hal terkait lembaga negara yang sudah kamu pahami? Sikap apa yang harus kamu implementasikan? Keterampilan apa yang dapat kamu lakukan? Apakah ada materi yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? 

b. Releksi Guru
Metode yang digunakan apakah sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Jika belum, dapat menggunakan metode atau strategi pembelajaran lainnya yang lebih efektif.

	G.  KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL

	Kegiatan tindak lanjut dapat berupa dua hal berikut.
a. Pengayaan
Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan program besar negara Indonesia dalam upaya pemindahan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu dapat kamu lihat pada keterangan Pers Presiden ke-7 RI pada kanal youtube Sekretariat Kabinet yang dapat kamu akses di https://buku.kemdikbud.go.id/s/k05d0b 
[image: ]

b. Remedial
Peserta didik yang belum memahami materi tentang peran lembaga dalam bidang budaya, pertahanan, dan keamanan dapat mempelajari berbagai sumber terkait materi. Peserta didik dapat diberikan alternatif strategi pembelajaran dan penugasan untuk mengulang materi yang sudah diberikan. Misalnya, memberikan pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat di penjelasan di atas. 
a. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara?
b. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur politik?
c. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok infrastruktur politik?

	H.  INTERAKSI DENGAN ORANG TUA/WALI & MASYARAKAT

	Guru dapat memberikan informasi kepada orang tua terkait penugasan yang diberikan kepada anaknya. Untuk bab ini, dimohon kepada orang tua untuk bekerja sama membantu peserta didik menyiapkan bahan yang digunakan ketika kegiatan pengamatan. Ketika peserta didik mendapat tugas untuk mencari informasi di internet, diharapkan orang tua juga ikut mengawasi agar peserta didik tidak membuka situs lain yang tidak mendidik atau berdampak buruk bagi peserta didik. Selain itu, guru dapat mengomunikasikan hasil refleksi dan pencapaian peserta didik pada materi ini sebagai salah satu bentuk umpan balik di akhir bab.

	LAMPIRAN	

	A.  LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Nama Siswa : ………………..
Kelas             : ………………..
Petunjuk!
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan Benar 
1. Mengapa setiap negara membutuhkan lembaga negara?
2. Bagaimana pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia?
3. Apa yang kamu ketahui tentang suprastruktur politik?
4. Mengapa kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara?
5. Apa saja lembaga negara yang berkedudukan pada tingkat daerah? 

	B.  BAHAN BACAAN GURU & PESERTA DIDIK

	· Guru dan peserta didik mencari berbagai informasi tentang Menelusur Lembaga Negara media atau website resmi dibawa nauangan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
· Buku Panduan Guru dan Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII : Penerbit, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahun 2023

	C.   GLOSARIUM

	· aktualisasi konsep psikologis, yang merujuk pada proses mencapai potensi maksimal seseorang dalam segala aspek kehidupan.
· amandemen perubahan resmi dokumen resmi
· analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
· ASIK sebuah akronim tentang prosedur untuk mencegah tergerus dalam isu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui alur Analisis, Sesuaikan, Inisiatif, dan Kembangkan.
· bangun proses membuat bentuk dari rancangan
· demokratis sifat yang timbul dari tindakan atau situasi demokrasi
· entitas satuan yang berwujud; wujud 
· gagasan solutif ide atau konsep yang dapat menyelesaikan suatu masalah
· harmonisasi proses atau upaya untuk menuju keselerasan
· ho-lopis kuntul-baris tolong-menolong dan gotong royong
· inisiatif memprakarsai sebuah tindakan
· internalisasi penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
· kembangkan mengembangkan insiatif dari hal yang paling mudah dilakukan sampai dengan sanggup mencegahnya sesuai dengan peran yang dimiliki di masyarakat
· kemufakatan mufakat/sepakat
· kewajiban warga negara hal yang wajib muncul karena ingin memenuhi hak sebagai anggota suatu negara
· konsekuensi hasil dari tindakan maupun situasi tertentu
· konsensus kesepakatan kata atau permufakatan bersama
· mekanisme suatu tata cara untuk melakukan suatu hal tertentu
· merancang membuat rangkaian kerja secara berurutan sebelum dibuat menjadi sebuah karya, kinerja, maupun pengorganisasian sesuatu  
· milenial generasi yang lahir pada 1981-1996 (saat ini berusia 24-39 tahun)
· model pola atau tata cara dalam melakukan tindakan agar sesuai dengan tujuannya
· Nawacita Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan)
· otonom kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri
· otoritas kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya
· pelanggaran hak perilaku, ucapan, sikap yang menghalangi, merusak, mencabut kehendak orang lain pengingkaran kewajiban perilaku, ucapan, sikap yang tidak sesuai dengan yang seharusnya 
· permasalahan peristiwa yang dianggap meresahkan sehingga harus diperhatikan untuk diselesaikan pluralis kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis
· rancang proses menyusun rencana
· ranumkan akronim untuk alur pembelajaran rancang, bangun, dan menerapkan 
· regulator alat pengatur
· representasi perbuatan atau tindakan untuk mewakili sesuatu atau hal rotasi gerak perputaran suatu benda pada porosnya seperti
· halnya roda yang berputar
· sesuaikan klarifikasi dengan cara menyesuaikannya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban warga negara
· sinambung suatu kejadian yang terus menerus
· spontan serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan lebih dulu; melakukan sesuatu karena dorongan hati, tidak karena anjuran
· statis dalam keadaan diam (tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya
· terapkan aksi yang dilakukan atas bentuk yang telah dirancang
· tulen sejati, tulen/tidak tercampur
· urgensi sesuatu hal yang sangat Penting
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MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
BAB 7 MENJADI PELOPOR PEMILIH PEMULA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

	[bookmark: _GoBack]
INFORMASI UMUM 	

	A.  IDENTITAS MODUL

	Penyusun
Institusi
Tahun Penyusunan
Jenjang Sekolah
Mata Pelajaran
Fase F, Kelas / Semester
Elemen
Kata Kunci

Alokasi Waktu
	:
:
:
:
:
:
:
:

:
	..................................... 
..................................... 
Tahun 20 ...
..................................... 
Pendidikan Pancasila 
XII (Dua Belas)  / II (Genap)
NKRI
Demokrasi, Pemilihan Umum, Pemilih Pemula 
6 JP (3 x Pertemuan)

	B.  KOMPETENSI AWAL 

	Peserta didik mampu menyimulasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kecakapanmu sebagai warga negara Indonesia sekaligus peserta didik kelas XII jenjang SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki hak untuk menentukan pilihan.

	C.  PROFIL PELAJAR PANCASILA

	Bernalar Kritis, Suara Demokrasi, Bergotong Royong

	D.  SARANA DAN PRASARANA

	Hal yang Perlu Dipersiapkan 
· Daftar hadir peserta didik
· Alat tulis yang diperlukan.
· Beberapa contoh portofolio (jika ada)

Sumber Belajar Utama
· UUD NRI Tahun 1945 Amandemen 4
· Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018
· Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022
· Buku Pedoman Pemilih dari Rumah Pintar Pemilu

	E.  TARGET PESERTA DIDIK

	· Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.


	F.  MODEL PEMBELAJARAN

	· Tatap muka dengan alur merdeka

	KOMPONEN INTI

	A.  TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

	Setelah melaksanakan pembelajaran ini,
Pertemuan Pertama
12.7.1.   Peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Pada akhir subbab ini, diharapkan peserta didik mampu:
1. memahami materi dasar tentang demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilu
2. mengaktualisasikan pola perilaku demokrasi sebagai wujud peran warga negara yang kompeten.

Pertemuan Kedua
12.7.2.   Peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan berbagai aktivitas pembelajaran pada subbab Pemilihan Umum, peserta didik diharapkan mampu:
1. memproyeksikan peran warga negara dalam pemilu,
2. menganalisis lembaga penyelenggara pemilu,
3. menginternalisasikan prinsip dan asas pemilu dalam perilaku sebagai warga negara,
4. memvalidasi diri sebagai warga negara Indonesia yang sah untuk berperan dalam demokrasi.

Pertemuan Ketiga 
12.7.3.   Peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Melalui aktivitas pembelajaran dalam subbab pemilih pemula, peserta didik diharapkan mampu:
1. menganalisis peran warga negara sebagai pemilih pemula,
2. mengaktualisasikan perilaku demokratis sebagai perwujudan peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

	B.  PEMAHAMAN BERMAKNA 

	Pemahaman terhadap materi yang disajikan dalam pembelajaran Bab 7 diperlukan keterampilan numerik yang harus dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan numerik ialah kemampuan menggunakan, menginterpretasi, dan mengomunikasikan informasi matematis untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata.

	C.  PERTANYAAN PEMANTIK 

	· Apa pentingnya seorang warga negara menggunakan hak pilih dalam pemilu?

	D.   KEGIATAN PEMBELAJARAN

	Pertemuan Ke-1 “Demokrasi” 2 JP(2 x 45’)

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Guru bersama peserta didik mengondisikan kelas.
2. Ajaklah peserta didik untuk berpikir tentang pelaksanaan demokrasi melalui pemilu.
3. Berikan peserta didik stimulan untuk memasuki bab dengan pertanyaan-pemantik: Apa pentingnya seorang warga negara menggunakan hak pilih dalam pemilu?

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1.  Peserta didik diminta untuk memaknai lambang sila ke-4 Pancasila dan menghubungkan dengan demokrasi di Indonesia.
2. Guru bekerja sama dengan peserta didik untuk membangun karakter gotong royong melalui kesepakatan konsensus kelas dengan Aktivitas 7.1 Siap Profil Pelajar Pancasila sesuai alur dalam Buku Siswa.
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3. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan Aktivitas 7.2 Siap Eksplorasi untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi.
4. Guru dapat menambahkan alternatif jawaban ataupun menambah indikator sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat.
5. Peserta didik melaksanakan Aktivitas 7.3.
[image: ]

Alternatif Kegiatan Pembelajaran Subbab Demokrasi
[image: ]

c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1. Pada bagian ini, guru dapat memberikan penekanan terkait dengan keterampilan dalam menjalankan aktivitas untuk membentuk konsep yang baik terhadap makna demokrasi.
2. Peserta didik dapat merefleksikan pembelajaran berdasarkan aktivitas yang dikerjakan peserta didik.
3. Peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan pembelajaran dan guru dapat mengonfirmasi atas jawaban yang ditampilkan.
4. Guru mengarahkan untuk mempelajari materi selanjutnya tentang lembaga pelaksana Pemilu.

	Pertemuan Ke-2 “Pemilihan Umum” 2 JP(2 x 45’)

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Guru mengondisikan kelas dengan menyapa dan memberikan stimulan kepada peserta didik untuk mengingat materi sebelumnya.
2. Guru memberi motivasi pada peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik dan mengajak peserta didik untuk berpikir tentang lembaga penyelenggara  pemilu dan asas-asas pemilu. Pertanyaan pemantik yang dapat digunakan sebagai berikut.
a) Apakah kamu pernah dengar tentang KPU?
b) Bagaimana peranan KPU dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia?

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar tentang lembaga pelaksana pemilu dalam Buku Siswa.
2. Guru dapat memberikan alternatif lain berupa video/gambar melalui media pembelajaran yang dimiliki.
3. Guru memberikan beberapa penambahan materi tentang pemilu sebagai berikut.
Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.
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a) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
b) Penyusunan Peraturan KPU
c) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
d) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
e) Penetapan peserta pemilu
f) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
g) Pencalonan anggota DPD
h) Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
i) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
j) Masa kampanye Pemilu
k) Masa tenang
l) Pemungutan suara
m) Penghitungan suara

n) Rekapitulasi hasil penghitungan suara
o) Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
p) Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD
q) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden
4. Peserta didik diminta untuk melaksanakan Aktivitas 7.4 Siap Eksplorasi dan dinilai menggunakan rubrik berikut.
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5. Guru dapat memberikan apresiasi dan koreksi kepada peserta didik yang telah melakukan presentasi.
6. Peserta didik diminta untuk melakukan validasi dengan alur Aktivitas 7.5 Siap Berkinerja.
7. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan Aktivitas 7.6 Siap Eksplorasi. Rubrik penilaiannya sama dengan rubrik penilaian Aktivitas 7.5.

Alternatif Kegiatan Pembelajaran Subbab Pemilihan Umum 
[image: ]

c. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1. Guru melakukan evaluasi kepada peserta didik melalui mengerjakan latihan soal formatif secara mandiri.


	Pertemuan Ke-3 “Pemilih Pemula dalam Demokrasi Indonesia” 2 JP(2 x 45’)

	a. Kegiatan Awal (15 Menit)
1. Guru mengondisikan kelas dengan menyapa dan memberikan stimulan kepada peserta didik untuk mengingat materi sebelumnya.
2. Memberi motivasi pada peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik tentang pemilih pemula sebagai berikut.
a) Apa itu pemilih pemula?
b) Bagaimana peranan pemilih pemula dalam kontes demokrasi di Indonesia?

b. Kegiatan Inti (65 Menit) 
1. Guru memberikan grafik data tentang kependudukan di Indonesia. 
2. Guru memberikan materi tentang pemilih pemula sebagai berikut. 
Pokok Dasar Pendidikan Pemilih
a) Segmentasi
Segmentasi adalah pemilahan sosial yang ada di dalam masyarakat.
Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan pemilih yang dilakukan kepada setiap kelompok tersebut harus berbeda pula sesuai dengan karakter dari setiap segmen.
b) Orientasi pada Pemilih
Artinya, kepentingan pemilih sebagai warga negara menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen-elemen non-demokratis lainnya. Pendidikan pemilih memandu bagaimana kesadaran dan tindakan kritis-reflektif dihasilkan. Penekanan ini penting agar pendidikan pemilih tidak dibelokkan untuk pemahaman atau pola pikir yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemilih sebagai warga negara.
c) Partisipatif
Pendidikan pemilih harus partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Peserta didik diminta untuk melakukan Aktivitas 7.7 Siap Berkinerja.
4. Ajaklah peserta didik untuk membuka kembali tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilu sesuai Aktivitas 7.5 dan 7.6.
5. Guru menerangkan pentingnya simulasi pemilu bagi pemilih pemula.
6. Guru menilai tampilan semulasi dengan menggunakan lembar penilaian berikut.
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c. Kegiatan Penutup (10 Menit)
1. Pada bagian ini, guru dapat memberikan penekanan terkait dengan keterampilan dalam menjalankan aktivitas untuk membentuk konsep yang baik terhadap makna demokrasi.
2. Guru dapat mengajak merefleksikan pembelajaran berdasarkan aktivitas yang dikerjakan peserta didik.
3. Peserta didik dan guru dapat menutup pembelajaran dan mengarahkan untuk mempersiapkan uji kompetensi akhir bab.

	F.  ASESMEN

	Asesmen yang dilakukan terdiri atas proses, yakni saat peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran berupa asesmen awal, performa, kinerja, dan bersikap saat melakukannya. Asesmen formatif berupa penilaian yang dilakukan melalui tes atau nontes pada Aktivitas 7.1 – 7.7 pada Buku Siswa. Penilaian sikap berdasarkan aktivitas Siap Profil Pelajar Pancasila 7.3. Pada akhir bab, disajikan uji kompetensi yang merupakan asesmen sumatif berupa pilihan banyak dan esai.
Asesmen Formatif
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Penilaian sikap berdasarkan aktivitas Siap Profil Pelajar Pancasila
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Asesmen Sumatif 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang logis sesuai dengan perintah masing-masing pada kode soal!
A. Jawablah pertanyan berikut ini dengan memilih opsi jawban A, B, C, D dan E yang benar dan tepat.
1. Dalam suatu rapat, terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh setiap kelompok. Akibatnya, kemufakatan tidak tercapai karena menemui jalan buntu atas pilihan yang disampaikan oleh setiap kelompok. Pada hal ini, pimpinan rapat mengambil inisiatif kebijakan untuk menunda hasil keputusan dan memanggil perwakilan dari setiap pimpinan anggota kelompok untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. 
Dalam hal ini, sikap yang ditunjukkan pemimpin rapat untuk mewujudkan hasil putusan yang demokratis dengan ….
A. memberikan kesempatan kepada setiap ketua kelompok untuk mengutarakan pendapatnya
B. berperan untuk menurunkan ego setiap kelompok agar segera diperoleh hasil keputusan rapat secara mufakat
C. memutuskan hasil rapat secara pribadi tanpa memikirkan pendapat setiap anggota kelompok
D. mencari solusi terbaik dari berbagai usulan dan pendapat setiap anggota kelompok untuk disepakati bersama
E. memberikan waktu seluas-luasnya kepada semua ketua kelompok untuk memaparkan gagasan masing-masing agar merasa puas
2. Negara bagi seluruh rakyat didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Pernyataan tersebut merupakan makna yang terkandung dalam pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pokok pikiran ....
A. kedua
B. pertama dan ketiga
C. pertama
D. keempat
E. ketiga 
3. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, membawa konsekuensi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ialah ....
A. Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat
B. Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah
C. Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah
D. Komisi pemilihan umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum
E. Komisi Pemilihan Umum yang namanya KPU
4. Para siswa melalui kegiatan OSIS berencana membuat majalah dinding, di antaranya akan dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan sarana kritik terhadap berbagai kebijakan sekolah. Akan tetapi, pimpinan sekolah dan para guru tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut. Sikap pimpinan sekolah dan para guru dapat dikategorikan pengingkaran hak siswa dalam ....
A. memberikan suara
B. berekspresi
C. mengeluarkan pendapat
D. berorganisasi
E. berserikat dan berkumpul
5. Sering kita saksikan tindakan demonstran yang merusak fasilitas umum. Hal itu merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab warga negara yang keliru baik secara individual maupun kolektif, yaitu berupa pengingkaran terhadap kewajiban ....
A. menjunjung tinggi hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
B. menjunjung tinggi pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas
C. menjaga kelangsungan hidup bernegara menjadi kewajiban politis
D. menjaga dan membela kemerdekaan serta kehormatan bangsa dan negara
E. bela negara sebagai kewajiban warga negara tanpa harus menjadi anggota TNI/Polri
6. Perhatikan ilustrasi berikut ini!
Pelaksanaan demokrasi diatur dan diselenggarakan menurut UUD NRI Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
Ilustrasi tersebut menjelaskan prinsip demokrasi, yaitu ....
A. demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
B. demokrasi yang berkedaulatan rakyat
C. demokrasi dengan kecerdasan
D. demokrasi dengan kemakmuran
E. demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi pemerintah berdasarkan konstitusi. Berikut yang merupakan bentuk partisipasi atau aspirasi rakyat dalam demokrasi ialah ....
A. anggota DPR membuat kebijakan atau peraturan bersama anggota DPD
B. anggota DPR membuat kebijakan tanpa melibatkan pemerintah
C. Presiden melalui para menterinya membuat kebijakan atau peraturan bersama dengan anggota DPR
D. Presiden melalui para menterinya membuat kebijakan atau peraturan tanpa melibatkan anggota DPR
E. Presiden membuat kebijakan bersama dengan menterinya

B. Pilihlah tiga jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia!
8. Perwujudan kedaulatan rakyat melalui demokrasi di Indonesia ialah dengan melakukan pemilihan umum. Kegiatan pemilihan umum di Indonesia pada tingkat pusat untuk memilih memilih ....
□ DPD
□ DPRD
□ MPR
□ DPR
□ MA
□ MK
□ PRESIDEN
9. Beberapa unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai potensi unggul untuk dikembangkan dalam upaya mewujudkan tujuan negara ialah ....
□ Wilayah teritorial NKRI
□ Warga negara berperan aktif
□ Sistem pemerintahan yang akuntabel
□ Hubungan dengan negara lain
□ Internalisasi nilai-nilai ideologis Pancasila
□ Proses pemilihan yang demokratis
□ Kepercayaan pemimpin dan warga negara
10. Sikap yang harus ditunjukkan sebagai seorang pemilih pemula dalam ikut peran serta dalam pemilu ialah ....
□ apatis
□ peduli
□ mandiri
□ jujur
□ berintegritas
□ acuh
□ etnosentris
11. Berikut ini yang termasuk dalam asas-asas pemilu ialah ....
□ langsung
□ tidak terikat
□ mandiri
□ jujur
□ demokratis
□ adil
□ umum

C. Pilihlah benar atau salah pernyataan berikut ini dan berikan alasan yang tepat!
12. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup yang telah lama dianut dan dijaga kelestariannya serta agar pandangan hidup tersebut ditaati oleh warganya melalui norma yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama.
□ Benar
□ Salah
Alasan ....
13. Perwujudan musyawarah mufakat dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) melalui mekanisme pemilu.
□ Benar
□ Salah
Alasan ....
14. Demokrasi konstitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.
□ Benar
□ Salah
Alasan ....
15. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
□ Benar
□ Salah
Alasan ....

Kunci Jawaban
1. Asesmen Awal, Siap Belajar
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2. Aktivitas 7.2
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3. Aktivitas 7.4 Siap Mengeksplorasi Bawaslu
Tugas Kewenangan dan Tujuan Pembentukan Bawaslu
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
c. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
d. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
e. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri.
[image: ]f. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
g. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
h. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. bersumber dari
https://buku.kemdikbud.go.id/s/yvsyx3 
DKPP
Tugas dan Kewenangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.” Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni: 
[image: ]a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Bersumber dari https://dkpp.go.id/ins 
4. Aktivitas 7.6 Siap Eksplorasi 
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5. Latihan 7.1 
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6. Uji Kompetensi
a. Kunci Jawaban Pilihan Ganda 
[image: ]


b. Pilihan 3 Opsi Jawaban Benar 
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c. Pilihan Benar dan Salah 
11.  Benar
Alasan:
Norma yang dijadikan pandangan hidup setiap warga negara dan telah disepakati adalah dasar negara untuk mencapai tujuan bersama. Contoh di Indonesia ialah Pancasila sebagai norma dasar sebagai pandangan hidup bangsa.
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12.   Salah
Alasan:
Perwujudan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Penskoran sama dengan no. 12.
13.  Benar
Alasan:
Pengertian demokrasi konstitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama. Penskoran sama dengan no. 12.
14.  Benar
Alasan:
Arti demokrasi Pancasila secara sempit adalah suatu kerakyatan yang dipimpin leh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kemudian sila keempat dari dasar negara Pancasila sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI  Tahun 1945 aline ke-4.
Nilai = Jumlah Skor x 2,5

	F.  REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

	a. Releksi Peserta Didik
Setelah mempelajari, melaksanakan aktivitas, dan menyimulasikan demokrasi di Indonesia pada bab ini, apa yang kamu rasakan?
Langkah apa saja yang harus kamu lakukan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
Bagaimana peranmu sebagai pemilih pemula untuk menghadapi pesta demokrasi di Indonesia di masa mendatang? 

b. Releksi Guru
Metode yang digunakan apakah sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Jika belum, dapat menggunakan metode atau strategi pembelajaran lainnya yang lebih efektif.

	G.  KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL

	Kegiatan tindak lanjut dapat berupa dua hal berikut.
a. Pengayaan
Guru dapat memberikan cakupan tambahan materi berikut:
https://buku.kemdikbud.go.id/s/jg4ctv  
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b. Remedial
Apabila terdapat peserta didik yang mengalami kesuliatan dan diperlukan bimbingan, guru dapat mengarahkan pelaksanaan praktik simulasi dengan memberikan arahan, bimbingan, dan pengertian sesuai peran yang dimiliki peserta didik pada Aktivitas 7.7. Guru dapat menjadi rule model sebagai acuan peserta didik dalam praktik simulasi dan berperan.

	H.  INTERAKSI DENGAN ORANG TUA/WALI & MASYARAKAT

	Guru dapat memberikan informasi kepada orang tua terkait penugasan yang diberikan kepada anaknya. Untuk bab ini, dimohon kepada orang tua untuk bekerja sama membantu peserta didik menyiapkan bahan yang digunakan ketika kegiatan pengamatan. Ketika peserta didik mendapat tugas untuk mencari informasi di internet, diharapkan orang tua juga ikut mengawasi agar peserta didik tidak membuka situs lain yang tidak mendidik atau berdampak buruk bagi peserta didik. Selain itu, guru dapat mengomunikasikan hasil refleksi dan pencapaian peserta didik pada materi ini sebagai salah satu bentuk umpan balik di akhir bab.
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	A.  LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

	LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Nama Siswa : ………………..
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	B.  BAHAN BACAAN GURU & PESERTA DIDIK

	· Guru dan peserta didik mencari berbagai informasi tentang Menjadi Pelopor Pemilih Pemula dalamDemokrasi Indonesia media atau website resmi dibawa nauangan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
· Buku Panduan Guru dan Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII : Penerbit, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahun 2023

	C.   GLOSARIUM

	· aktualisasi konsep psikologis, yang merujuk pada proses mencapai potensi maksimal seseorang dalam segala aspek kehidupan.
· amandemen perubahan resmi dokumen resmi
· analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
· ASIK sebuah akronim tentang prosedur untuk mencegah tergerus dalam isu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui alur Analisis, Sesuaikan, Inisiatif, dan Kembangkan.
· bangun proses membuat bentuk dari rancangan
· demokratis sifat yang timbul dari tindakan atau situasi demokrasi
· entitas satuan yang berwujud; wujud 
· gagasan solutif ide atau konsep yang dapat menyelesaikan suatu masalah
· harmonisasi proses atau upaya untuk menuju keselerasan
· ho-lopis kuntul-baris tolong-menolong dan gotong royong
· inisiatif memprakarsai sebuah tindakan
· internalisasi penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
· kembangkan mengembangkan insiatif dari hal yang paling mudah dilakukan sampai dengan sanggup mencegahnya sesuai dengan peran yang dimiliki di masyarakat
· kemufakatan mufakat/sepakat
· kewajiban warga negara hal yang wajib muncul karena ingin memenuhi hak sebagai anggota suatu negara
· konsekuensi hasil dari tindakan maupun situasi tertentu
· konsensus kesepakatan kata atau permufakatan bersama
· mekanisme suatu tata cara untuk melakukan suatu hal tertentu
· merancang membuat rangkaian kerja secara berurutan sebelum dibuat menjadi sebuah karya, kinerja, maupun pengorganisasian sesuatu  
· milenial generasi yang lahir pada 1981-1996 (saat ini berusia 24-39 tahun)
· model pola atau tata cara dalam melakukan tindakan agar sesuai dengan tujuannya
· Nawacita Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan)
· otonom kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri
· otoritas kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya
· pelanggaran hak perilaku, ucapan, sikap yang menghalangi, merusak, mencabut kehendak orang lain pengingkaran kewajiban perilaku, ucapan, sikap yang tidak sesuai dengan yang seharusnya 
· permasalahan peristiwa yang dianggap meresahkan sehingga harus diperhatikan untuk diselesaikan pluralis kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis
· rancang proses menyusun rencana
· ranumkan akronim untuk alur pembelajaran rancang, bangun, dan menerapkan 
· regulator alat pengatur
· representasi perbuatan atau tindakan untuk mewakili sesuatu atau hal rotasi gerak perputaran suatu benda pada porosnya seperti
· halnya roda yang berputar
· sesuaikan klarifikasi dengan cara menyesuaikannya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban warga negara
· sinambung suatu kejadian yang terus menerus
· spontan serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan lebih dulu; melakukan sesuatu karena dorongan hati, tidak karena anjuran
· statis dalam keadaan diam (tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya
· terapkan aksi yang dilakukan atas bentuk yang telah dirancang
· tulen sejati, tulen/tidak tercampur
· urgensi sesuatu hal yang sangat Penting

	D.   DAFTAR PUSTAKA

	Adha, Mohammad Mona dan Susanto, Erwin. “Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Bangsa.” Al Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan Vol. 15, No. 1 (2020): 121-138. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/319/273 
Aji, M. Prakoso. “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Negara: Belajar dari Korea Selatan.” Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 10, Nomor 1 (April 2020): 37-60. https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/823/JPBHV10N1A3 
Andriyanto, Dian. “Bom Bali 12 Oktober 2022 Tewaskan 202 Orang.” Tempo.com,12 Oktober, 2021. https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202-orangamrozi-mengaku-sebagai-pelaku 
Arinanto, Satya. Hak-hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
BPIP. SIGMA PANCASILA Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan. Jakarta: BPIP, 2020.
BPIP RI. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: BPIP, 2022.
Budiarto, Gema. “Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Krisis Moral dan Karakter.” Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Volume 13, No.1 (2020). https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6912 
Bung Karno. Pantjasila Dasar Filsafat Negara-Kursus Bung Karno. Jakarta: Jajasan Empu Tantular, 1960.
Chairunisa. “Cara Membuat Analisis SWOT: Lengkap dan Tepat.” Daily Social, 19 Agustus, 2022. https://dailysocial.id/post/cara-membuat-analisis-swot 
Direktorat Jenderal Pajak. Pajak itu Gampang Loh. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009.
Effendi, Masyhur. Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Fariza, Adiba dan Handayani, Baiq Lily. “Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia.” Jurnal Analisa Sosiologi Volume 11, No. 2 (2022). https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/57282 
Fauzan, Achmad. Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Prenada Mulia, 2005.
Hakim, Arif Rahman. Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta: KPU RI, 2015.
Hatta, Muhammad. Pancasila Jalan Lurus. Bandung: Penerbit Angkasa 1966.
Huda, UU Nurul. Hukum Lembaga Negara. Bandung: Refika Aditama, 2020.
Indrawan, Yana. Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
Isharyanto. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Penerbit Wr, 2016.
Ismanto, Geri dkk. Pendidikan Pancasila. Pekanbaru: Mulia Indah Kemala, 2012.
Juliyanti, Rina dan Azizah, Nur. “Motivasi Pilihan Karier bagi Remaja pada Masa Pandemi Covid-19.” Anterior Jurnal Volume 20, Issue 2, (April 2021): 119-126. https://media.neliti.com/media/publications/365761-none-8e15236e.pdf 
Kemendikbud.(tanpa tahun). Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. Sumberbelajar. belajar. kemendikbud.go.id, dilihat pada 2 Agustus 2022.
Kemenko Polhukam RI. “Press Update Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.” Youtube, 23 Desember, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=PyigHB32bME 
Kementerian Keuangan RI. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012.
Kementerian Keuangan RI. Susunan Dalam satu Naskah Undang-undang Perpajakan. Jakarta : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kementrian
Keuangan Republik Indonesia, 2012.
Ki Hajar Dewantara. Pantjasila, Jogja: CV Oesaha Penerbitan Indonesia, 1950.
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Aksara Baru, 1985. Latif, Yudi. Reaktulisasi Pancasila. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20(Yudi%20Latif).pdf 
Maaroef, Muhammad Hilman Anfasa. “Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Media Iuris Vol. 4, No. 1 (Februari 2021): 61-72. https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/24685/pdf 
Masduki, Damayanti dkk. Pengalaman Pemilih Pemula di Belantara Informasi Pilpres 2019. Sukabumi: Haura Publishing, 2021.
Minatullah, dkk. “Analisis Peranan Pancasila dalam Arus Globalisasi.” Seminar Nasional Manajemen Strategik Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (DIKDAS) Volume 1, No.1 (2022). http://conference.um.ac.id/index.php/ap/article/view/3340/1883 
MPR RI. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
Nugroho, Fendy Prasetyo dkk. “Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia.” Jurnal Informa Volume 5, No. 1 (2019). http://informa.poltekindonusa.ac.id/index.php/informa/article/view/65 
Oktavian, Wendy Anugrah. “Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai Sebuah Bangsa.” Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Volume 5, Nomor 2 (November 2018): 123-128. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/7904/pdf 
Paat, Lianthy Nathania. “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” Lex Crimen Vol. IX, No. 1 (Januari-Maret 2020): 13-23. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28529/27881 
Pahlevi, Farida Sekti. “Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi.” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Volume 4, Nomor 1 (2022). https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/28 
Panitia Lima. Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, A. A Maramis, Sunario, A. G. Pringgodigdo. Uraian Pancasila cetakan ke II. Jakarta: Mutiara, 1977.
Paransong, Ali Taher. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2021.
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pranita, Ellyvon. “Masalah Sampah Indonesia Ancam Target Nol Emisi, Kok Bisa?” Kompas. com, 29 Oktober, 2021. https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/29/130000623/masalah-sampah-indonesia-ancam-target-nol-emisi-kok-bisa-?page=all 
Rahman, Hilmi. “Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan.” Jurnal Ilmu dan Budaya Vol.40, No.55 (Maret 2017): 6305-6328. http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/409/308
Rahman, M.T. Glosari Teori Sosial, Bandung : Ibnu Sina Press, 2011.
Redaksi. “Masalah Sampah di Indonesia.” Kompasiana, 15 Oktober, 2021. https://www.kompasiana.com/yemima51818/6169a3df06310e04100d8b15/masalahsampah-di-indonesia 
Redaksi. “Tugas dan Fungsi.” Kementerian Sosial RI, 27 Juli, 2019. https://kemensos.go.id/tugasfungsi 
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Riyanto, Astim. Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo, 2000. Salamah, Lilik. “Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme vs Komunisme.” Media Jurnal Global dan Strategis Volume : 2, No. 2 (2008). https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs20ab5bfc222full.pdf 
Samekto, FX. Adji. Pancasila Pandu Indonesia dalam Tamansari Dunia. (2021). https://bpip.go.id/ 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
Sekretariat Kabinet RI. “Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Pemindahan Ibu Kota.” Youtube, 26 Agustus, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=3-dytQAg4gk 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 28 Mei -22 Agustus 1945, Jakarta, 1995.
Setyawan, Nathanael Bagas dan Arifin, Ridwan. “Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Nurani Vol 1, No.1 (Juni 2019): 27-34. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/3100/2245 
Sukarno. Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947.
Suriyanto. “Empat Pelanggaran di Tolikara Versi Komisi HAM.” CNN Indonesia, 10 Agustus, 2015. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150810095735-20-71046/empat-pelanggarandi-tolikara-versi-komnas-ham 
Tim Pusat Penilaian Pendidikan. Penilaian Portofolio. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, 2019. https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-10 
Umasugi, Ryana Aryadita. “Wagub DKI Sayangkan Perusakan Fasilitas Umum Saat Aksi Tolak UU Cipta Kerja.” Kompas.com, 10 Oktober, 2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/16312001/wagub-dki-sayangkanperusakan-fasilitas-umum-saat-aksi-tolak-uu-cipta?lgn_method=google  
Waluyo, Nikita Rosa Damayati. “28 Istilah Gotong Royong dalam Berbagai Bahasa.” Detikedu, 7 Januari, 2022. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5887894/28-istilah-gotong-royong-dalamberbagai-bahasa 
Widiastuti. “Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia.” Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1, Nomor 1 (Mei-Juni 2013): 8-14. http://repository.unsada.ac.id/1091/1/21-Article%20Text-314-2-10-20130905.pdf 
Widiyono, S. “Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi.” Jurnal Populika Volume 7, Nomor 1 (Januari 2019): 12-21. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/24/21 
Yuhana, Abdy. “Pancasila sebagai Leitstar Dalam Menjawab Tantangan Zaman Menuju Indonesia Raya.” Jurnal Pembumian Pancasila Volume 2, Nomor 2 (Desember 2022): 78-83. https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/31/28 




image58.png




image59.png
Guru dapat memberikan beberapa materi tambahan sebagai berikut.

Peran Lembaga dalam Bidang Politik

Sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai pembagian

Keluasaan dan hubungan antarlembaga negara. Sstem pemerintahan capat

diartkan sebagai segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan

yang diakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti
legisltif, eksekuti, yudikat, dan sebagainya. Dengan kekuasannya,

Setiap lembaga negara tersebu saling bekerja sama dan berhubungan

Secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Berdasarkan rumusan di atas, sistem pemerintahan dapat ditinjau dari

Seqi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan ifat

hubungan antarlembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan

Sepertiberiut.

a. Pembaglan kekuasan secara horizonta, yaitu pembagian kekuasaan
yang didasarkan pada fungsi maupun mengenailembaga negarayang
melaksanakan fungsi tersebut.

b, Pembagian kekuasaan negara secaravertia, yaltu pembagian kekuasaan
i antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan s
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah caerah atau antara
pemerintah federaldan pemerintah negara bagian.
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Peran Lembaga Negara dalam Bidang Ekonomi
‘Sesualdengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkroniasi,
dan pengendalan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerinahan
i bidang perekonomian. Adapun Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun
2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet
Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koord nator Bdang Perekonomian
‘mengoordinasikan:

Kementerian Keuangan

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian pertanian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milk Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Keclldan Menengah.
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Peran Lembaga Negara dalam Bidang Sosial

Perwujudan pelaksanaan pemerinahan yang bak memerlukan partispasidarl
masyarakat. Sesuai dengan tujuan negara dalam meningkatkan kesefahteraan
masyarakat, meningkatkan pelayanan publi, dan meningkatkan daya saing,
perlu diupayakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses.
pemerintahan dan pembangunan. Maka, dibentukiah lembaga negara yang
berfokus pada masyarakat sosia). Lembaga kemasyarakatan tu berperan
penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial

Dalam tatanan kelembagaan di Indonesia, negara mengakomodieperwujudan
Kesejahteraan tersebut dalam suatu lembaga yang cisebut Kementerian
Sosia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosia, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyal
tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabiltasi sosial, jaminan
soslal, pemberdayaan soslal, perlindungan sosial, dan penanganan fakir
miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara dan inklusivtas.
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‘Tabel 6.3 Akamatif Kegiatan Pembelajaran Subbab 3

Metode permaianan G dapat membg kelas dalam kelompok genap Utk

denganlangiah  membahas berbagaiu polt sosa,dan ekonom)untuk.
Jigsaw telzan bersams bergantan dengan kelompok an erkat
kelembagaan yang menanganinya.

Permanandengan  Gor dapat angsung melakulan permainan menggunakan

med pembelsaran  meda pembelsaran inerauf epert Kahoot atau quizz

nterscet dalam proses pembelaran sekligus dapat cadian ebagal
kermat penaian dslam pembelsaran.
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Lembaga Adat

Keberadaan embaga adatdiIndonesia tertama i doersh pedesaan merupskan
Suatu cerminan upaya masyarakat dalam menggall, mengembangkan,
menjaga, dan melestarikan budaya adatyang terapkan melaluladatstadat
dan hukum adat pada kehidupan masyarakat. Pasal 95 ayat (2) Undang-
Undang RepubliIndonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat
Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsiadatstadat dan menjaci bagian darisusunan asl desa yang tumbuh
dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa
Sebagaimana dimaksud bertugas membantu pemerintahan desa dan
sebagal mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan
adatistiadat sebagai wujud pengakuia terhadap adat istiadat masyarakat
desa. Niai budaya yang cipeliara dan dikembangkan harus didasari pada
aistalisasinla budaya yang terkandung dalam Pancasia.
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‘Tabel 6.9 Rubrik Penilaian Aktivitas 6.5

3

.

Keterangan

‘Tingkat dapat disi oleh sesama anggota kelompok dengan memberikan
tanda .




image65.png
Tingiar 4
Tingkat 3=
Tingiar 2

Tingiar 1 -

100

288

Keterangan dapa diisc
Sangat Baik.

Baik

Cuup

Kurang.




image66.png
Knusus untuk Peserta Didik Keuruan

®BNSP

htpsi/bnsp.goid/
BNSP merupakan badan independenyang beranggung
Jawab kepada Presiden yang mernilii kewenangan
Sebagaiotorias sertiasi personal. Badan n bertugas
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Peran Lembaga Negara dalam Bidang Pertahanan

Pertahanan negara berfungs! untuk mewujudkan dan mempertahankan
Seluruh wiayah NKR sebagaisat kesatuan pertahanan. Pertahanan negara
diselenggarakan melalul usaha membangun dan membina kemampuan,
Gaya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.
‘Contoh alat ertahanan negara yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1545
Pasal 30 ayat (3)dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia. TNI
berperan sebagai lat negara i bidang pertahanan yang dalam menjalankan
tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politk negara.
1. FUNGST
2. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman milter dan ancaman
bersenjata dariuar dan dolam negerterhadap kedaulaan, keutuhan
wilayah, dan keselamatan bangsa.
b, Penindak terhadap setip bentuk ancaman sebagaimana dimaksud
pada hurufa.
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. Pemulih_ terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu
akdbat kekacauan keamanan.
9. Dalam melaksanakan fungs! sebagaimana djelaskan di atas, TNI
‘merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.
2 TGS

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
Keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasia dan UUD NRI Tahun

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Keamanan
Salah satu d antara alat negara Indonesia dijlaskan pada UUID NRI Tahun
1945 Pasal 30 ayat (4) sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
Keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungl, mengayomi,
melayani masyarakat,serta menegakkan hukum.”

Tugas pokok Kepolisian Negara RepublikIndonesia
adalah:

a) memelinaa keamanan dan ketertiban masyarakat;

1) menegakkan hukur; dan

) memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.

‘Acuan guru dalam memberikan perjabaran terhadap

tugas kewenangan dan fungsi Poi dapat dikases
melaki link hetps//polr go.
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‘Tabel 6.10 Altenatif Kegiatan Pembelajaran Subbab ke-3.2

E— ‘Guru bersama peserca ik dapat melakukan kurjungan
erss i perpustakasn sekolah untuk menelusurlembaga
negara dalam bidang budaya, perahanan, dan keamanan.
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Froslem gazed
Leamign

ivicas pembelgfran apat dakukan dengan mencoalfu
Informasteriniterait dengan kefadan yang bersinggungan
terhadap budaya, pertahanan, dan keamanan. Guru dapat
mengarahian ke daam skiviss dskus keompok dengan
panel.

Guru bersama peserta didk dapat melakukan kurungan ke
taman budaya, epolsian atau kodim untuk menelaah tgas
dan fongsi kelembagaan.
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siap Eksplorasi

‘Bentuklah kelompok terdir atas 3-5 orang. Cari dan temukan contoh

lembaga negara yang kaian ketahul Kemudian, tampilkan jawaban Kalian

pada saat diskusi kelas!

Berikutini hal yang harus diperhatkan dalam diskusi kelas.

1. Tampilkan jawaban hasi diskusi kelompok secara tegas dan lugas.

2. Setiap anggota kelompok mencatat semua hasil diskusidarikelompok
lain.

3. Cotatan hasil diskusiakan dipergunakan sebagai modal untuk aktitas
pembeljaran selanjutnya.

Tabel 6.1 RambusRamb Peniaian Atias Presentas,

Kesemuaan  Kestutasdsiam  Perlsluyang  Penggunaan

Jowaban pemouatan | drampikan banasa

Gengammater, medasta  dsam Indonesayang
pemyampan  pemyampaian  balkdan santun.

pencapat.





image72.png
p Eksplorasi

Buatiah sebuah tim kel yang terdir atas 2-3 orang. Kemudian, carl dan
temukan informasiterkait Gambar 6.2 sebaga berlkut.

1

2

Carlah nformasiterkeit lembaga negara yang ada pada Gambar 6.2

Halyang perlu diketahui alah:

a. namalengkap lembaga negara,

b, kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun
1945, dan

€. fungsilembaga negara.

Cariinformasijembaga negara pada tingkat daerah yang ada dsekitarmu.

‘Gunakan Iteratur _sepert buku, jurnal atau artkel, baik online atau

offne. Kamujuga dapat berkunjung ke perpustakaan untuk menambah
lierasi dalam, ncarian.
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Siap Profil Pelajar Pancasila

Menyelamatkan Institusi Polri
Kasus kematian Brigadir Nofryansah Yoshua Hutabarat alis Brigadir |
‘mulai menemukan ttk terang. Ki, menjadi tugas Por untuk menjadikan
perkara tu benar-benar benderang. Profesionaitas Polipun disorot tjam
akibat ketidakprofesionalan sebagian anggotanya.

‘Bau busuk penyebab kematian Brigadir | menguat ke mana-mana. Begitu
banyak kejanggalan disampaikan Polr di awal-awal penanganan kasus
tu. Publk bertanya-tanya, kenapa Polri baru membeberkan perkara it
tiga harisetelah kejadian? Publlk berkasakkusuk kenapa CCTV di rumah
jenderal polsirusak, mat, tetapi di hari ke-8 hidup ag?

Pernyataan awal Poli sebatas katanya, meski katanya didasarkan pada
hasi penyelidkan. Katanya, Bharada € baku tembak dengan Brigadir |
Setelah mendengar teriakan istr Sambo, Putr Candrawath. Katanya, Putri
ilecehkan Brigadir] sehingga berteriak Masih banyak agi katanya, tetapl
masyarakat tak percaya begitu ajs.

Sult isangka, kasus tersebut berdampak serius, sangat serius, bagi cira
polis di mata masyarakat. Banyak sekali peniaian miring sebab perkara tu
dinilal sangat mudah diusut tetapi faktanya teramat sult untuk diselesalkan.
Yang mudah dibuat rumit, yang cepat dibiin lambat.

Pada konteks i, Kapoli blak-blakan pua bawa ada ketidakprofesionalan
anggotanya sehingga pengusutan berjaan sesat. Kapolr fuga tegas bersikap.
‘dengan menonaktifkan Iren Sambo. Jenderalpols bintang dua u kemudian
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bahkan dicopot dan ditempatkan di Rutan Mako Brimob karena diduga
melanggar kode etik. Dia kini diseldi atas kemungkinan teribat dalam
tindak pidzana kematian Brigadir .

Timsus bentukan Kapolr pun sudah menetapkan dua tersangka, yakni
harada € dan Brigadir Ricky Rizal. Brigadi Ricky yang ajudan striIren
Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana. Meski lambat, gerak Kapolri
dan jajarannya bolehiah diapresiasi. Namun, apa yang mereka tunjukkan
masih jauh dari cukup.Jelas sangat els, indikasinya ada pelaku ain dalam
pembunuhan Brigadir).

Jka salah satu pelaku sudah membuat pengakuan, tak ada lagi alasan bagi
Kepolisian Untuk kembal berlama-lama menuntaskan perkara. Penyelesaian
Kasus initidak boleh berhenti di Bharad Ellzer dan Brigadir Ricky. Pedang
hukum harus pula menebas pelaku-pelaku ain, 51apa pun da, termasuk.
otak di balik kematian Brigadir , seinggi apa pun pangkatnya.
Presidenokowt sudah beberapa ol meminta gar e

Kasus it dhunghap dengan seuruumya, Kranya Pindai Aku!
Presiden tak perlu mengulangi permintazn i ag.

Masyarakat pun sudah eah, muak,dengan gerak. S E]
lambat dan aks Upur-tpu untuk menutupt apa =
yang sebenarmya terad, Saatnya ksus kematian

Brigadir)diseesaikan deri keadian, juga demi
menyelamatkan kredibilas nstkusi Polr
Sumber medeinsoneicom (222)

Kamu dapat membacasecarouuhartkeldengan
scan barcode di samping in. prmey
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Kerjakan secara mandiri ketentuan berikut i

1. Setelah membaca artiel tersebut, buatiah gagasan atau ide baru
terkaitpersoalan insitus Por

2. Berikan beberapa solusi konkret sebagal upaya untuk memperbaiki
citra institusi negaral

3. Berikan pendapat pribaditerkalt sikap dan peraic yang wajb dimiiki
oleh aparatur negara!

4. Tamplilkan hasi jawabanmy di depan kelas.

Untuk menilal Akthitas 63, kamu dapat menggunakan rambu-rambu
penlaian pada Tabel 5.5.
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‘Tabel 5.3 Alur Pelaksanaan Aktivitas 5.1

‘Sampah
Tong sampah
‘Organik/Nonorganik
Pelestarian alam
Pembalakan hutan
Banjic

Tansh longsor
Climate change
Korupsi

Kantin kejujuran

1

Drum bekas/ember bekas/ 1. Internet
bambukayu 2. Media massa
cat 3. Lingkungan
Kuss Seldtar
Mejaflapak

Kertas HVS.

Kaleng bekas/stoples bekas.

Hatlis

Makanan/minuman ringan
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siap Eksplorasi

Kerjokan Aktitas 6.4 berikut in bersama kelompok belojormul

Bukalzh UUD NRI Tahun 1945 dan temukan halha berikut in.

1. Carl dan wiskan lembaga negara yang secara tegas tersurat dalam
UUD NRI Tahun 1945.

2. Carl dan twiiskan alat negara yang secara tegas tersurat dalam UUD.
NRITahun 1945,

3. Temukan tugas atau kewenangan setiap lembaga negara atau alat
negara yang sudah kamu temukan.

Tabel 6.3 Rambu-Rambu Penisian Atitas 6.4

Kesesuain ternadap Mater

Penyajan informasi

Penggunsan Sahasa Indonesia yang Tepatdan Bak

HHHH

pelzporan
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Siap Eksplorasi

Pada bagian in,sskan kamu buka tautan
samping
Carlahinformasi bersama dengan 34 temanimu
ol keas danjwabah pertanysanberku.
1. Apa nama embaga negaraIndonesiayang
e ungsan bertous ada kebudayasn?
2 Can 5 kotegort entas kebucdayaan yang
iindungldleh lembaga negara ndonesia
3. Temukan 2 entas budaya yang aa di
daerahma dan cocokkan dengan pusat
data pacatautan yang sudah kamu scan

[——
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Siap Profl Pelajar Pancasila

Jika Kamu menemukan entitas kebudayaan
yang belum terdaftar pada pusat data, marl,
SIAP AKSI NYATA sebagal pelajar Pancasila
untuk Urun Daya. Urun Daya adalah kegiatan
pengumpulan data di wiayah kebupatenkota
yang diakukan oleh masyarakat bak kelompok
maupun individu secara mandir melaulaplkasi
'DAPOBUD. Kelompok atau inividu pengumpul
data kebudayaan merupakan salah satu potensi
untuk menjaring data kebudayaan lebih banyak
dan komprehensif sehingga dapat memperkaya
data kebudayaan yang ada d daerah. Kamu bisa
peljaricaranya melalui Ik di samping.
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’sﬁpwmsi Aldivitas

6

Untuk melengkapi peran lembaga dalam bidang keamanan, kam dapat
mempelajai erbagaistus yang memberikan nformasi tentang lembaga
negara tersebut. Buatiah tabel hasil penelusuran minimal S lembaga negara
atau alat negara yang berfungsi sebagal usaha untuk menjaga keamanan
diIndonesial
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Kementeran Pendayagunan Aparaur Negara
dan Reformas Bt
0 Kementerian Komuniasidan Informatica

2. Pada dasarnya, organisasiorganisasi yang tidak termask dalam
birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan Infrastrukeur politk.
Jelaskan apa yang dimaksud partai politk, kelompok kepentingan,
kelompok penekan, dan media komunikasi poltk.
Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan
presidensal sangat kuat. Namun, dalam Pasal 78 1) UUD NRI Tahun
1645, tlah dielaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan
proses pemberhentian presiden menurut pasal tersebut.

w
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SAATNYA KEMBANGKAN
POTENSI PARINISATA
INDONESIA
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e presiden A Bex
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Semangat gotong royong ini bisa tumbuh dengan beberapa cara, salah
Satunya alah menghidupkan kembali semangat kebersamazn dalam komunitas
bersama. Dengan komunitas ini, seseorang akan mendapatkan banyak
keuntungan seperti dapat memilki keterampilan tertentu. Dalam keterlibatan
seseorang dalam komunitas, akan ada interaksi antarindividu sehingga
tercipta rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Hal inisangat penting karena
ada kerja sama antara satu sama lain yang secara perlahan akan terbentuk
semangat gotong royong. Semoga semangat gotong royong akan bersemi
kemball dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-har rakyat Indonesia
Karena gotong royong sudah ada sejak dulu dan hanya dimiliki Indonesia.
ika bukan kita yang terus melestarikan, siapa lagi
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Mengsjukan pertanyasn untuk menganaisi secara kris
permasalahan yang kompleks dan absrak.

‘Secar ks mengilarfkas serta menganslisis gagasan can
informasiyang kompleks dan absrak daiberbagai sumber

Mempriotaskan suatu gagasan yang paing relevan dari s
Kiarfkasican analsi.

Menganalsis dan mengevaluas penalran
yang digunakaniya dalom menemuian dan v
mencarsolusiserta mengambil keputusan.

Menjeaskan alzsan untuk mendukung pemikianya dan
pandangan yang mungiin beriawanan dengan pemiirannya
dan memungiinkan mengubah pemikiannyaia iperukan.

Skor Dapat diberikan range 0 100
“Total Nilai (umlah Skor Perolehan 5)
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Penyampaian ide gagasan yang dampilkan
dengan kesesuaianariel yang el ditdash.

ik

Gagasan
2 Krestvitas  Bentukpenyajan yang diampikan olen peserta
Erekeivitas

Tinghat fekiias erhadap mater, gagasan ide
yang itampilkan oleh peseta ik

4 skap Penampilan skap dan perlaky dalam konten
atau matei yang disajhan.

S Komumkss  Pemsfastan bahasa Indonesia yang balk dan
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1 Badan pemerisa Keusngan exonomi s
2 Mol Permusyawaratan Rakyat polik s
3 Komis pemithan Umum poitik s
4 Kementeran Keuangan exonomi s
5 KementersnSosial Sosil s
& Kementersn Datam Negerl polik s
7 Kementerisn Agrariadan Tata Rusng/BPN___ Excnom s
8 Kementersn Badan Usaha MikNegara___ Exonomi s
, Kementeron Pendajagunaan Aparatur  Adminstzas s
Negra dan Reformasi Birocasi Reformasi Sokrssi
10 Kementerian Komunikasidan Informatica__ Keamanan s

TOTALSKOR.
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1 a. oo poitk
Parti polic adaah organisasipoliyang dibencuk leh sekelompok varga
egara Indonesi secaa sukarea tas dasar persamaan kehendsk dan ci-
it untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakt,bangss, dan
egara melaui pemiihan umum.

. Kelompok kepentingan tret Group)

Kelompok kepentingan adaiahsetiap organisasiyang berusaha memengaruti
kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoieh jabatan pubilk.
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. Kelompok Penckan (Pressure Group)
Sekelompok orang yang tergabung dslam lembaga kemasyarakatan dengan
aktitas melakukan ekaran kepadapemerinah yangberkyasa agr eingnannya
dapat dakomodasi

. Media Komuniosi
Poltksaranatau ala komuniasi pitk dalamproses penyampaian informasi
danpendapat poli secara idaklangsung, balkterhadap pemerntah maupun
masyarakt pada umuminya.
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‘Tabel 5.4 Alternatif Lini Masa Proyek

NN T8
avhvL

LI
avivL

NN T8
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ALY
avivL

NN T8
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ALY
avhvL

LIS
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ISV v

NVWNYSIVIZ
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NYAVISH3 dvivL
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3 Pasal7A UUD N Tahun 1945 mengatur sebagalberiu.
Presiden dan/atau Wali Presiden dapat diberhentian dalam masa abatannya
oleh MPR aas usul DPR, bak apabl terbuki elah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengihianatan terhadap negara, korups, pemyuapan, tindak
pidans berst innys,atau prbuatan tecela maupon apabila terbulc ik sgi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil residen.

Mekanisme pemberhentian residen dan/atau Waki Presders:
1) Usul pererheian fresicn dantau Wkl Preicen dapatdisufan len DFR.
Kepada MPR hanya dengan telebi dahuls mengjukan permintsan kepad MK
otk memerks, mengcdi i memutuskan pendpt DPR bt Presiden cary
atau Wak Pesiden teah melakukan planggaran hukm berupa penghiantan
terhadap negara, orupsi, penyuapan, tndak pidana beratannya atau perbustan
tercels: daniatau pendapat bahwa Presiden darvatau Wakil residen tdak lgi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2 Pengajuan permintasn DPR kepada MK hanya dapst lakukan dengan dukungan
sekurang-kurangnya 213 darijumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang
paripurna yang dinadit leh sekurang-kurangya 23 daiumish anggota DPR.
3) MK wajs memeriksa, mengadi, dan memutuskan dengan seaditadinya
terhadap pendapat DPR mengenal dugaan pelanggaran oleh resden dan/atay
‘Wakil residen tersebu paingama 90 hari seteah permintaan DPR u ierima
olenmC

(@ Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbui
melakukan pelanggaran hukum, DPR menyslenggarakan sidang paripura untuk
meneruskan usul pemberhentan residen dan/atau Wk Presiden kepada MPR.
(5)MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memuuskan usul DPR tersebut
paling lama 30 hari sefsk MPR menerima usul tersebut.

(6 Keputusan MPR atas usul pemberhenian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Parus diambi dalam apat paripuma MPRyang dinadiri ieh sekurang-arangnya
314 dartjumih anggota dan disetuju lehsekurang-kurangnya 23 dai jumish
‘nggota yang naci: seela Presiden dan/atau Wakl Pesiden dibe kesempstan
enyampsikan perjeasan catam rapat paripurna MPR.

skor
Kriteria Penilaian

Jika jawaban benar x5
Jika javeaban benar,tetapi penjelasan kurang tepat 15
Jika jawaban salab, tetapi perjelasan tepat 0

Jika jawaban salah penjelasan salah s
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1 poin st Negara
2 m st Negara

3 e Lombaga Negara
4 an Lombaga Negara
5 eabns st Negara

5 eabiniemebma: st Negara

7 Kominto Lombaga Negara
& Kemennan Lembaga Negara
Pandusn Penilaian

Jumlan jawaban Benar x 2
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1 Pada dasarmya, negara dalam menjalankan pemerintahan,diperiukan
sistom poltk menghasikan output erupa kebiakan-kebiskan negara
yang berifat mengikat kepads sekuruh masyarakat negara tersebut
Melaluisistam poli,aspasmasyaakat (erupa untutandan dkungar)
yang merupakan cerminan dar wjuan masyarakat dirumskan, dan
Selajutnya daksanaian oleh kebikan kebjakan negara ersebu. 5
Dslam menjalankan sistem polkik suatu negara, diperyan strukiur
ol lembaga negara)yang dapat menunjand jalanrya pemeritahan.
Struktu ol seimerupakan caa ncuk melembagakan hubungan
‘antara komponen-<omponen yang membentuk bangunan Ptk suatu
s Soyiara eIy ol
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Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan
hesempatan berusaha dan memperceh manfaa erta mampu menghadapi
antangan perubahan kehidupan okl nasonal, dan glosal.

Keinginan mesjuian pemeriiatan yang demolrats dengan mekanisme.
checksanboncessetaradanslmbang anara cabang cabang ekuasaan
negara, terwujuinya supremasihukum dan keadlian, seta merjamin,
melindungi, dan terpenuhinya hak asasimanusia,tela tetata dengan
ok bk atam UUD NRL Tahun 1545 i amandemen yang dsutan
seja 19992002

“Mekanisme chcks and boancesberujuan mewsjudan pemerinahan
yang demolrats Check and blances aatah saing mengontol, menjags
keseimbangan sntars lembaga-lembaga negara stau yang biasa kta
sobut dengan cabang cabang kekyasaan negara.
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4 Lembaga negaradindonesi iagi menjadua macam, yao consutonal
state organ dan stte auxiory organ. Consttutional stte organ alah
lembaga negara yang kewenangannya diberkan oleh UUD NRI Tahun
1945. Stote uiory ogon lalah lembaga negara yang kewenanganrya
Giberikan bukan oleh UUD NI Tanun 1945, tecapi oleh peraturan
perundang undangan ainnya. Beberapa stos ausiiry organ walaupun
Kewenangannya dibentuk oleh peratran perundang-undangan ainmya,
tetapi terdapat pul kewenangan konstkusionainya. Conton lem5aga.
egara udlari i Indonesia alah BPK.

- BPKmerupakan lembaga yang bebs dan mandir dengan tugas
Kiusus untuk memerisa pengelolsan dan tanagung jawab keuangan
negara (Pasa 23 ayat 1) UUD Nl Tahun 1945).

" Hasil pemerisaan BPK dierahian kepada DPR, DPD dan DPRD.
(Pasal 23 2yat (2 UUD R Tahun 1945,

'S UnitKerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasia dteapkan melaul
Perpres Nomor 54 Tahun 2017 Pembentukin UKG-PP lskukan dengn
pertimbangan bahwa sktuaisas sl Pancasla dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara peru lkukan pembingan decogi Pancasa
terhadap seoruh penyelenggara negara secara terencan, istemats,
dan terpad.

Penilaian Jumiah Skor x 25
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a. Rancangan Alat
1 - AlatdanBahan
- Gambar Rancangan/Desain

b. Uralan Cara Menggunakan Alat

PELAKSANAAN

a. Keakuratan Sumber Data/informasi
2 b Kuantitas dan Kualitas Sumber Data

< Analsis Data

d. Penarikan Kesimpulan

LAPORAN PROYEK
a. Sistematika Laporan
b. Performans

< Presentasi

Total Skor
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Tabel 5.6 Rubrik Aternatif Penilaian Sikap.

Indikator  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toeran,
responsi, dan proaktf serta bijaksana sebagal wujud kemampuan
menyelesaikan masalzh dan membuat keputusan.

Penilalan Antar-Peserta Didik
TOPI/SUBLOPIK e Nama Teman yang il ...
Tanggal Peniaian ........ Nama Penilai o

- Amti perilaku temanmu dengan cermat seloma mengikut pembeloaran.
- Berikan tanda v poda kolom yong disediakan berdosarkan hasil pengamotanmu.
- Serahkan hsi pengamatanmu kepada gurumu.
Dilakukan/
Muncul

Mau menerima pendapat teman.
‘Memaksa teman untuk menerima pendapatnya,
Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan.
‘Mau bekerja sama dengan semua teman,

Pedoman Penskoran
Periakupositf : Ya=100, Tidak=50.
Perlakunegatf : Ya=50, Tidak=100
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Rekapitulasi Penilaian Antar-Peserta Didik

1 100 100 25 2 2 o

2 5 75 100 o e

Niai peserta didik dapat menggunakan rumus:

- umlasior__
LLID Zx]amlanpﬂwnmun
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‘Tabel 5.7 Alternatif Kegiatan Pembelajaran Subbab ke-1

Proyek Pemanfaatan  Peserta diik dapat melakukan kampanye untuk membangun
Media Sosial Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh,
tentang kampanye mencinta Ingkungan daerah alran sungai
dar sampah rumah tangga melalu ideo, poster atau pam et

Penyajian Gagasan  Peserta didk dapat diberikan altematif penyampaian gagasan

ataulde tentang pentingnya kerja sama melalul media massa yang
ada di sekitar Atau, guru dapat mengarahkan peserta didik
untuk membuiat bog pribadi sebagai tempat penyampaian
‘gagasan tentang kerja sama dalam gotong rayong.

Melakukan Kajian  Peserta ddik diminta untuk melakukan komparasi terhadap

Pustaka limiah beberapa kjian pustaka yang membahas kerja sama, gotong
royong, dan budaya bangsa. Kemudian, guru dapat meminta.
peserta didk untuk mempresentasikan hasilnya.
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‘Tabel 7.1 Rubrik Penilaian Akthitas 7.1

Membangun tim dan mengelol kerja sama. v

Akt mryimak untk memahami dan menganls formas, gagasan,
‘mos keterampian,dan epriatinan yang disampsiknceh orang an
dan kelompok menggunakan berbagal simbol dan medi secara e, v
Serta menggunakan berbagai tateg Komunikas untuk menyelsaian
masalah guna mencapal berbagaiwjuan bersama.

Menyelaraskan anggota kelompok agar saling membancu satu sama
i bk secaa ndidatau kelompok.

Menyeleraskan anggota kelompok dalam menerima konsekuersi
bersama dlam rangka mencapaiwjuan bersama.

Melakukan tindakan yang tepat agar orang ain merespons sesual
dengan yang cifarapkan dalam rangka penyelesaian pekeraan dan v
pencapsian wjuan-
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‘Tabel 7.2 Rubrik Aktivitas 7.3 Siap Profil Pelajar Pancasila

Penyampaian gagasan yang tepat dan
148 GAGEN  mencapat respons oleh audensi

Orsinaltass _Keaslian hsilyang dipaparkan. v

Presentasi_ Kemampuan dalam melakukan presenasi._v.

Kreathitas _ Bentuk hasiyang elah diprakan. V.

siap Perikuyang dramplan. v

Komunikasi _ Menggunakan behasa ndonsiayangsanun. .

‘Nilai Akhir: Jumlah Skor Akhir /6.
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‘Tabel 7.3 Alternatif Kegiatan Pembelajaran Subbab Kesatu

Penggunaan Discovery  Gur dapat menggunakan model dscoveryleorning dengan

Learming mengarahkan peserta ik untuk menca nformas dengan
akivtas pembelfaran yang pada subbab Demosi.

Pembelajaran Guru dapat memberian nformasiyang terkat dengan

Kontekstual materi pada subbab Demorasi

Rute Game Gur capat melakukan sktvta e Game dengan membegi

kel dolam s kelompolbesar dan melakukn permainan.
Macam permianan yang dapac diaksanakan alh ur tangga
emolrasi, tangga demkras atau menjadi panels
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‘Tabel 7.4 Rubrik Penilsian Aktivias 7.4

Skor
| Kesesuaiandengan
onsep
,  Ketepatanmemiin
banan
3 st

4 Komunikas
5 Kerspianhasi

Keterangans:

100 - sangat baik, 80 - baik, 70 cukup baik, 40 < kurang baik
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‘Tabel 7.5 Alternatif Kegiatan Pembelajaran Subbab Pemilihan Umum

Studikasus  Guru dan peserta ik dapat melakukan aktvitas stud kasus
tentang peaisanaan pemi. Kegiatan i dapst iskukan secara
perare dalam kelas dengan membagi ke dolam kelompok.

Bermain Peran  Guru dapat menunjuk beberapa peserta didk untuk bermain
peran calam kontestss demokrasi Hal n dapat terbagi calam 3
Kelompolyang mewaki KPU, Bawas, dan DKPP.
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1

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP

Indikstor Sikap Aktif dolom Pembelojoron

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekal tidak ambil bagian
‘dalam pembelsjaran.

2. Cukup ik menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam
pembelajaran, tetapi belum ajeg/konsisten.
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3

Balk ko menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam
pembeljaran, tetapi belum ajeg/konsisten.

4. Sangatbak ko menunjukkan sudah ambi bagan dalam menyelesaian

tugas kelompok secara terus-menerus dan ajeg/konsisten.

2. Indikator Sikap Bekerja Sama dalam Kegiatan Kelompok

Kurang baik ko sama sekal tidak berusaha untuk bekerja sama
dalam keglatan kelompok.

‘Cukup ko menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama
‘Galam kegiatan kelompok tetapi masih belum ajeg/konsisten.

3. Balkjika menunjukian sudah ada usaha untuk bekerfa sama dalam

Kegiatan kelompok, tetapi masih belum ajeg/konsisten.
‘Sangat baikjka menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam
kegiatan kelompok secara terus-menerus dan ajeg/konsisten.

3. Indikator Sikap Toleran terhadap Proses Penyelesaian Masalah yang
‘Berbeda dan Kreatif
5. Kurang baikjko sama sekal tidak bersikap toleran terhadap proses

2

penyelesaian masalah yang berbeda dan kreati.
Cukup jka menunjukkan ada sediit usaha untuk bersikap toleran
terhadap proses penyelesaian masalah yang berbeda dan kreat,
tetapi masih belum ajeg/konsisten.

Baik jko menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran
terhadap proses penyelesaian masalah yang berbeda dan kreat,
tetapi masih belum ajeg/konsisten.

‘Sangat baik ke menunjukkan sudah ada ussha untuk bersikap.
toleran terhadap proses penyelesaian masalah yang berbeda dan
Kreatif secara terus-menerus dan ajeg/konsisten.
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Bubuhkan tanda (1) pada kolom sesuaihasilpengamatan.

Tanggung

Julur Pedul  Kefasama  Sanun  Percayadii  Disiplin

No Nama siswa

KR CK BA B KR CK BA S8 KR CX BA SB KR CK 8A SB KR CK BA S8 KR CK BA 5B KR CK BA SB

Kurang  CCukup  BiBak  SB:SangatBaik
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iap Profil Pelajar Pancasila

Pada Aktivitas 7.1, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan Peajar Profil
Pancasila dengan dimensi Gotong Royong. Ikutiah alur pada Akiivias.
7.1 inf untuk mewsjudkan sebuah kesepakatan bersama dalam kelasmu
dengan judul"Konsensus Kelas".Langkah pelaksanaannya sebaga berikut.

1

2

Usulkan kepada guru PP atau wal kelasmu untuk membentuk sebuah
Konsensus bersama dalam kelas.

Tunjukkan struktur pengurus kelas sepert ketua kelas, bendahara
Kelas, dan sekretari kelas sebagai pimpinan sidang konsensus kels.
Buatish sebuah kesepakatan bersama yang bersumber dari aspirasi
Setiap anggota kelas dalam menentukan kesepakatan di bawah i

2. Peraturan penggunaan handphone saat pembelajaran,

b, Peraturan masuk dan keluar kelas.

€. Peraturan pembelajaran setiap mata pelajaran.

. Peraturan petugas piket terhadap administrasikelas.

Susunlah sebuah sanksi konkret apabila anggota kelas melanggar
kesepakatan dalam konsensus.

Berikan skema penghargaan (reward) kepada anggota kelas yang

melaksanakan konsensus dengan baik.
Berikan legalisasi berupa materal 10.000 sebagal bentuk keserlusan
dalam pelaksanaan konsensus.

Tempelkan hasil konsensus kelas di mading kelas dan beriken salian
hasil konsensus kepada wal kelas atau gury bimbingan konseling.
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Pada bagi guru sekolah kejuruan dapat menjelaskan bentuk kerja

sama yang dapat dilakukan sekolah sebagal contoh kerja sama kontrak.

Guru dapat memberikan materi tambahan sebagai beriku.

1. Bentuk bentuk kerja sama yang ada dalam dunia kerja, misalnya
dikenalkan dengan kontrak kerja pegawa paruh waktu (PKWT).

2. Jenisjenis perusahaan yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak
Sekolah, misalnya CV, PT, danJoin Venture.
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@sevomons
| Lakukan Aktivitas 7.2 berikut secara mandiril |
| Temutanish bentk bk musyavarah skt daam inghungen kekiarga. |
e
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Pemberian ang saku kepada anak dalam anggota kelarga.
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Suara Demokrasi

Kajlah sebuah artkeltentang demolrasic Indonesia secara berkelompok.

23 temanmu. Kemudian,lakukan ha berikut .

1. Buatlah sebush resume atau ringkasan darl artikel yang kamu pilh,

2. Buatish sebush gagasan baru terkait permasalahan demokrasi di
Indonesia berdasarkan paparan artike,

3. Buatiah sebuah flayer/poster tulsan dengan menggunakan kertas.
43 dan paparkan di depan kelas. Adapun contoh pembuatan flayer!
poster sepertiberikut.

Peniaian Akhir:
Niai = Total Perolehan Skor
6
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Siap Eksplorasi

Slakan kamu berdiskusidengan kelompok dalam satu
kelas untuk membahas 2 lembaga penyelenggara
‘pemilu selain KPU. Berikt ni lambang dari kedua
lembaga tersebut.

Informasi yang perlu Kalian temukan flah:
1. nama dan sejarah singkat lembaga

2. tugas dan kewenangan lembaga

3. tujuan pembentukan lembaga

Setelah Kallan menemukan nformas i atas, presen-
tasikan hasi jawaban dalam diskusi kelas bersama guru.

Aktivitas 74





image109.png
baik, 70

Tabel 7.2 RambuRambu Peniaian Acvtas Presentasi
Kesesuaian dengan korsep

Ketepatan memilh bahan

[—

Kerapian hasi

100 = sangat baik, 80

Keterangan:
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Siap Berkinerja

Il tabel berikut in secara mandirl dengan memberikan tanda (V) pacs
Kolom tabel,

Tabel 73 Validasi Dt

Memiii s kelanian,
el kar keuarge.

Sudah berusi 17 tahun di st .

Mermilii Ko tanda penduduk aay surt keterangan
yang diterbitan dinas kependuducan dan catatan s

5 Memilisurateterangan kependudukan dal ecamatan
daerah tempat tinggaim.

& Memik sura keterangan domisi dai kecamatary
Kepala desadar tempat inggaim

7 Pemah mengalami gangguan kejwaan atau hiang
Ingatan yang dbultikan dengan surat keterangan darl
inas kesehatan stau rumah s

Pada Aktitas 7.5 ini, kamu dapat melakukan validasi dengan menunjukkan
fotokop dokumen yang kamu millki bersama teman atau guru yang ada
disekolah. Perhatkn dengan saksama dokumen akta kelahiran dan kartu
Keluarga. Jangan sampal ada kesalahan terkait identitas dirimu karena
rujukan segala bentuk dokumen sebagal bukti status kewarganegaraan
Kamu bersumber dari 2 dokumen tersebut.
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iap Eksplorasi
Cermatidengan saksama laman video berikut .
hitps/buku kemdikbud go dfs/omotmt

Lakukan diskus! dengan kelompok keci 23 temanmu
dolam satu kelas untuk mencariinformasi tentang
ahapan dan tat caa pelaksanaan pemil. Kemudian,
lakukan presentasi hasil jawaban kamu di dalam
diskusikela bersama guru.

Penilaian aktivitas in dapat menggunakan rubrik
penilaian pada Tabel 72.
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Siap Berki

Ingat kembali Aktivias 7.5 dan 7.6 dalam pembelajaran in.Jika kamu
mencermat kedua aktiastersebut merupakan upaya untuk mengidentiiasi
din terkait pengkategorian pemilih pemula dan mekanisme pelaksanaan
pemilu i Indonesia. Akthitas 7.7 merupakan lanjutan keglatan untuk
‘menuntun kamu dalam mensimulasikan demokrasi di Indonesia melalul
pemilihan umum i dalam kelas.

Lakukan Aktivitas 7.7 6 dalam sekelasmul
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Judul keglatans:
SIMULASI PEMILU KETUA KELAS
(PlLKELAS)
Langkah Simulasi Pikelas

1. Bentuk 2 pasangan calon pemimpin kelas yang akan menjadi Ketua
Kelas dan Wakil Ketua Kelas.

2. Bentuk lembaga kelas independen yang terdir atas 3 peran dalam
satu kelas,di antaranya:
+ BerperansebagaikPU  3orang
+ Berperan sebagai Bawasly 3 orang
+ Berperan sebagai MPRRI 1 quru PP
3. Berikut tugas dan kewenangan yang diberikan,
<Ry
Sebagai panitia pelaksanaan Pilkelas yang sudah disesuaikn
‘dengan mekanisme pemilu pada Aktiias 7.5.
+ Bawasly
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu sampai
terpithnya ketua dan wakdl ketua keas.
- Melakuan tindakan berupa sanksi apabilatefadi kecurangan.
- MeRRI
- Melakukan pengesahan dan pengangkatan dengan sumpah
Janj ketua dan waki ketua terpilih.
perlengkapan:
1. Kamu dapat membuat kartu suara sederhana dengan menuliskan
nama pasangan calon seperti contoh berikut.
NOURUT1 NOURUT2
NAMA PASLON NAMA PASLON
2. Gunakan Kerdus bekas untuk pembuatan kotak suara dan bk suara.
3. Pakallahspidol untuk mencontreng atau paku sebagal lat pencoblosan.
Ppelaksanaan:
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4. Lakukan prosesi pemilinan calon pemimpin kelas dengan menggunakan
prosesi pemilian mum sesuai engan tata cara yang berlaku. Petugas
pelaksanaan dapat mempelajar terlebih dahulu tentang tata cara
pencoblosan pada gambar 7.12.

5. Peserta ddik yang tidak mendapatkan tugas dan peran dapat menglkut
proses! simulasi sebagai daftar pemilh tetap kelas.

6. Setelah melakukan prosesi pemilihan, dapat diakukan penghitungan
Suaradi dalam kel yang disaksikan ol gurs dan perangkat TP kelas.
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‘Tabel 5.8 Rubrik Penilaian Presentasi

Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan
‘dengan tugas in. Cir-ir:

‘Semua jawaban benar sesual dengan prosedur operasi dan penerapan
Konsep yang berhubungan dengan tugas ini.

Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan
‘dengan tugas in. Cir-ir:

‘Semuajawaban benar, tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu waban
salah. Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima.

Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang
berhubungan dengan tugas ini. Circir:

‘Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban
tidak sesual dengan permasalahan yang dtanyakan.

Jawaban hanya menunjukkan sediki atau sama sekal tidak ada pengetahuan
yang berhubuingan dengan masalah ini. Gir-ci:

‘Semua jawaban salah, atau Jawaban benar,tetapi tidak diperoleh melalul
prosedur yang benar.

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong.
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Setelah ditentukan hasil pemungutan suara calon perimpin kelas,
MPR dapat melantik dengan memberikan arahan dan sumpah janji
sesual dengan kesepakatan bersama.

Lakukan simulasitrsebut dengan terth, aman, dan ik mengganggu
Kelas lainya.
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1 Pemily adslah sarana kedaulatan rakyat untuk memnilh anggota DR anggota
'DPD, Presiden dan Waki Presiden, dan untuk memillh anggota DPRD, yang
diaksanatan secara langsung, umum, bebs, rahasia, s dan adl.

2 Jka lengkap, terdi atas 17 langiah. Tahapan rni dapat dilht pada Kegiatan
Inti Pertemuan Kedua bb n.Aau,Gapat ilhat meali buku pedoman pemi
padatink erikut i htps/bls kemdikbud g0 sypSnia

3 Tujuan pemik il untuk menyelesiparapemimpinpemerintahan balk skl
maupun egsat seta ntuk membentuk pemeriniahan yang demicats, kuat
dan memperoleh dukungan rakyat dalam ranga mewsjudian wjuan nasional
Sesus UUD Nl Tahun 1945.

4 Warga negara Indonesia yang terdatar sebagalpemilh oleh KPU dan berusia
17 o bela) tahun atay lebih tau sudah/pernah kawin dan tdak menjadi
anggora TNUPoI.

5 Pelaksanzan pemilu dkatakan berjlan scara demolrats pabil seap warga
negara ndonesia yang mempunyal ak il dapat menyauran pilhannya secara
angsung, umum, bebas,rahasia,u dan . Seap pemlih hanya menggunatan
hakpilfnya satu el dan mempunyainilai yang sama, yau stu sua.

Pedoman Penskoran

Lengkap - 5, Cukup Lengkap - 3, Tidak Lengkap/Salah - 2.
Skor Maksimal 25

Nilai Akhir - Skor perolehan /Skor Maksimal x 100
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Pengarmblan kepuusan keuarga  Musyawarah pada saat menjelang fburan.
P e——

Pemberian uang saku kepada  Diberikan adi, sama rata bagi anggota kekarga
anak dolam anggota keluarga _dan sefenisnya.

Penyelessan masalahyangterad Biasanya dielesakan ol kepal keluarga (ayah/
dalam ingungan kelarga__bapakl.

Pembagin ugas semuaanggoca  Pembagian tugas
kelarga Ayah - membersinkan kendaraan dan KM
Iou - membersitkan dapur dan ruang kelarga
sk - membersian kamsr i dan halaman

Pemberian sanksikepsca semua _ Sanks diberikan kepads semua anggota dengan
anggora kelvarga cara idak diprbolehkan ot ourankeluargaidak
ik makan bersama di uar rumah.
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1 vlah demokras berasal dar Bahasa Yunanyaitu Demos dan ot
yang berar kekuasaan rayat Merurut Kamus Besor Bohasa indoneia
BB, demoleas aclsh bentuk st sstem pemerinahan yang ek
akyatnya turu seta memerintah dengan perataraan wakinyayang
trpih. Demokras adalah betuk pemeritahan i mana semus warga
negaranya memilli hak yang sam untuk pengambian keputusan
yang dapat mengubah hidup mereka. Demlras mengzinkan warga
negara kot serta bak secara langsung atau melalu perwaklan daam
perumusan, pengembangan,dan pembuatan hukum.

2 Demokrasi Pancasia yang menciptakan keseimbangan antara ke-
pentingan ndiidu dan masyaraka dalam mencapai jan bersama.
Selainit, partsipaipoiikyang akufGan nkusf menja saah satu
priorasdaam demokeas indonesa, sebagai upaya ntuk mencipakan
prosespengamiilan keputusan yeng demolcatsdan i bagisekruf
Iapis masyarakat, termasuk kelompok minoitas dan rentan.

3 Pemiumerupatansarans bagimasyartat untuk Kt menentukan fgur
dan arah kepemimpinan negara aau daerah dalam periode erentu.
Kot demokras mencapatperhatian yanguss dar masyarakatcunis,
penyelenggarasn pemils yang demokrats menjad! syrat pening
dlam pembentuan kepemimpinan sebush negara.

4 Rakyat memberkan kekuasaan pada wald rakyat yang menducuki
lembaga legislatf maupun eksekut untuk melaksanakan kinginan
alat. Rakyat berhak mengganti pemerintahan yang diplh jka
pemerintah tdak melaksanakan keinginan rakyat. Pelaksanzan
Kedauiatan i Indonesia menuru UUD N Tahun 1945 adlah akyat
an lembaga-embaga negara yang berfungs! menjalankan tugas
Kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat.

5 pemiinan Kepal Desa
Pemilitan Ketua &1
Pemilinan Kepala Dusun
Pemilftan Ketua Organisasi Masyaraiat
Pemilftan Ketua OrganiasiKeagamaan
Pemilfan Bupstialikota
Keiteria Pemilaian.
Lengkap =5, Cukup Lengkap = 4, Kurang Lengkap =3, Tidak Lengkap =2, Salah/
idak Menjawab
Nilai Akhis - Skor perolehar/Skor Maksimal x 100
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Konsep Gotong Royong
Konsep gotong royong memilli nilai sangat tinggl dalam kehidupan
bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong sangat erat
Kaitannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia di mana pun terkhusus
‘dalam kehidupan rakyat sebagai petan dalam masyarakat agrari. Masyarakat
‘agraris alah kelompok masyarakat yang mayoritas bermata pencarian di
bidang pertanian. Desa sebagal penghasil pangan utama menjadi tumpuan
bagi masyarakat kota.
Masyarakat pedesaan ditandal dengan pemilian ikatan perasaan batinyang
kuat sesama anggota warga desa. Seseorang merasa dirinya merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat dia hidup. Dia rela
berkorban demi masyarakatnya, saling menghormati serta mempunyai hak
dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat terhadap keselamatan
dan kebahagiaan bersama. Adapun ciriciri masyarakat pedesaan antara
lain seperti berikut.

a. Setiap warganya mempunyal hubungan yang lebih mendalam dan
erat jika dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batas
wilayahnya.

b, Sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
‘Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.

Masyarakatnya homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama,

adatistiadat, dan sebagainya.

Nilai Gotong Royong dalam Masyarakat

Nilai dalam gotong royong merupakan perwujudan keberasamaan dalam

masyarakat yang harmonis dalam suatu lingkungan. Masyarakat hidup dan

memenun kebutuhan berorientasi atas dasar kebersamaaarr. Kebersamaan
atas dasar kesamaan dapat menciptakan solidaritas atas sesama masyarakat.

Nilal ini tercermin dalam dasar negara sebagai sebuah pandangan hidup

untuk mencapai persatuan.

an
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0

.

oD
DR
PRESIDEN

‘Warga Negara Berperan aktif
Sistem Pemerintaan yang akuniabel
Internalisas Nilai-Nils Ideologis Pancasila
Proses Pemilihan yang Demokratis
Kepercayaan pemimpin dan warga negara

Mandiri
Jujur
Berintegritas
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Keterangan

Jawaban benar lasan benar

Jswaban Benar slssan kurang tepat

Jawaban salah alasan benar

Tk menjawab
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Kedaulatan rakyat?
Sebutkan 3 contoh bentuk pemilu untuk memilh pemimpin d daershimut

o
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‘Gotong royong yang berlandaskan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia
membawa masyarakat Indonesia yang walaupun majemuk, tetap hidup
rukun dan bersatu. Nilai gotong royong memang sudah mulai menurun,
tetapi masih juga bergema dan ada dalam masyarakat, terutama masyarakat
‘desa dan lingkup-lingkup kecil Kegiatan yang mempersatukan masyarakat
Setempat lewat gotong royong masih tetap berjalan dengan baik, misalkan saat
bencana alam, kematian, dan masih banyak kegiatan lain yang mendukung
masyarakat dapat hidup berdamai dalam perbedaan.
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Pindai Alat
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‘Tabel 5.9 Obeservasi Diskusi
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Tabel 510 Alteratf Kegiatan Pembelajaran Subbab ke-2

MengHlarifikasi Nilai  Peserta ik dapat dijak melakukan analiss tentang pelaksanan
suatu keglatan gotong royong dalam masyarakat. Adapun
‘quru dapat memberikan berbagai alternatf kegiatan gotong
foyong yang ada di sekitar lingkungan masyarakat sebagai
stimulan kepada peserta didik.
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Penyajian Gagasan Peserta didk dapat diberian alteratf penyampaian gagasan
aaulde tentang pentingnya gotong royong agar tetap diestarikan
melalui media sosial atau media massa.
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Melakukan Game atau  Peserta didik bersama guru dapat melakukan permainan

Permaianan

‘menggunakan media pembelajaran digital sepert quiizizz,
Kahoot, atau timetable yang ada dinternet untuk melakukan
identifikasi tentang pentingnya gotong royong.

‘Bermain Peran

‘Guru dapat memberikan alternati peran kepada peserta
didik yang bersumber darilingkungan sosial masyarakat
untuk mencapai tujuan bersama, Topik yang bisa digunakan:
Musyawarah desa untuk membangun tempat ibadzh
Keglatan pembersihan selokan

Kegiatan managemen kanflik untuk mencari solusi bersama.
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‘Gotong Royong sebagai Budaya

‘Gotongroyong merupakan sebuah paham yang dnamis yang menggambarkan
usaha bersama, amalbersama untuk kepentingan bersama dan kebahagiaan
bersama. Pada perlaku gotong royong, melekatsubstansi nlablal ketuhanan,
‘musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan tolerans yang
‘merupakan dasar dar pandangan hidup atau landasan fisafat bangsa
Indonesia. Mencermati ilai-niaiyang terkandung di dalam gotong royong,
dapat dikatakan bahwa pada budaya gotong royong melekat aspek-aspek
yang terkandung dalam modal sosial. Modal sosial secara konseptual
‘mengutamakan kepentingan bersama, dorongan kerelaan yang dapat
‘menumbuhkan energi kumulatf yang akan menghasilkan kinerja, dan
mengandung il iai modl scsil.

Nila gotong royong dapat dimanfaatkan secara posiif dalam kehidupan
untuk menggerakican solidartas sosia. Tujuannya agar bangsa Indonesia
‘mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, globalsasi, maupun
berbagaihalyang mengancam kehidupan bermasyarakat sepert bencana
alam, konfik sosial maupun politk. Gotong royong menjadi pranata untuk
‘menggerakkan soidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam
kehidupan bangsa ndonesia. Konversi nila budaya gotong royong dalam
Kehidupan masa kini akan tetap relevan, soldaritas masyarakat serta
persatuan dan kesatuan bangsa akan terpeliara,
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‘Tabel 5.11 Rubrik Penilaian

1 Kesesuaian

Ketepatan memiin banan

Ketepatan valey.
Kerapianasi
Jumianskor

Keterangan: 100
50 - cukup baik, 25 - kurang baik

Nio eroehan = —_JumiahSkor__ 109
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Tabel5:12 Lembar Penisian Keterampilan

kegiatan Gotong Royong ...
Harapan Hasi -
Indicor

'
2
3

Menyusun rencana kera.

Menereukan adal kegiatan.

riagn 0
e Menyspkan st danbahin untuk eiaksananys
= kegatan seual kegitan yang iakukan.
satsanen) 20 Ada2aspekyang terseda

10 Ada 1 aspekyang terseda

Welskukan sz i st
Meskukan kegistan posct yangberdamgkpads

Polaisanaan 30 perubahan.

Kegiatan Meiakukan evaluasi egiatanurk memperbaik
dikegiaranberkucnye

20 Adazaspek yong cesedia

10 Ada 1 aspekyang terseda
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3

A egiatan

- Membuat perencanaan sndak lanjot

- Memperball sesuai hasi evaluasi

- Berkomitmen unuk memperahankan perbuatan
bakkyang telah diakukan

20 rda2 aspekyangtersedia.

10 Ada 1 aspekyang tersedia.
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“Alam Lestari, Bagimu Negeri" |

prosedur proyek |
1. Kamu akan dibag ke dalam 3 kelompok terdiatas $100rang. |
2. Kelompok 1 membuatong sampah organi warna hiau, keompok |
2 membuat tong sampah nonorganik (warna kuning), kelompok 3
membuat sampah nonorganik berbahan keras (wama biru. |

Tong
Sampah

Nonorganik
Berbahan
Kertas
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Berkumpullah dengan teman satu kelompokmu dan pilfah salah satu
orang menjadiketua.

Dengarkaniah penjelasan gurumu tentang proyek gotong royong
kewarganegaraan bertajuk “Bersahabat dengan Sampah” yang akan
dilaksanakan oleh setisp kelompok.

Setap ke kelompok membagitugasobdesrption kepada anggotanya
untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksaan
proyek.
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6. Setiap kelompok membawa bahan baku pembuatan tong sampah
beserta tutupnya dari barang bekas, sepert drum bekas, ember bekas,

bambu, kayu, dan barang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk

membuat tong sampah.

Setiap kelompok membavia cat sesuai dengan pembagian kelompokrya.

Warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah

nonorganik, dan warna biru untuk nonorganik berbahan kertas.

Setiap kelompok membawa kuss untuk mewarnai tong sampah dan

memberi nama sesuai dengan jenis sampahnya.

Setiap kelompok membawa alat yang diperiukan dalam pembuatan

tong sampah sepert paku, palu, gunting, dan sebagainya.

Rencana jadwa Pelaksanaan Proyek

1. Membuat perencanaan: 1 kel pertemuan

2. Mempersiapkan alat dan bahan: 2 kalipertemuan

3. Pelaksanaan proyelc 1 kalpertemuan

®

Langkah-Langkah Pelaksanaan Proyek
1. Berkumpulah bersama teman sekolompak kamul

2. Keluarkan semua aat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat
tong sampaht

Buatish tong sampah dengan temanteman sekelompokmul

Jangan upa membuat tutup untuk menutup tong sampah yang telah
dibuatt

Warnaila tong sampah dan tutupnya sesuai pembagian kelompoknya!
Beriah nama pada tong sampah tersebut!

Letakkan tong sampah tersebut i depan ruang kelas!
Buangiah sampah sesuai dengan nama-nama tong sampsh tersebut!

pw

P
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9. Buatah poster atau pamflet sederhana sebagai sarana informasi ntuk
Semua warga sekolah terkait tujuan proyek yang sudah kamu kerjakan.
‘Adapun contoh poster atau pamifet sebagai berikut.

BUANGLAH SAMPAH
PADA TEMPATNYA'

Jumn tiounansomh asonat
ahin i

a7 o0

imom i

Tabel 5.1 RambuRameu Penaan Avcvitas .1

perencansan

Langianiangian

[—

HIEA

pelaporan
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Tabel 5.2 Penisian Antarteman
INDIKATOR TIM YANG SOLID.
) untuk menilindikator tm yang kurang/idacsold

Berian asi penlaian kepada guru

()t menil iditor tm yang <0l
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Pada Aktivias 5.2 i, kamu dapat bekerja secara mandiri untuk mencarl
berbagai bentuk kegiatan gotong royong yang ada d ingkungan sosial
tempat tinggal. Kamu dapat menggunakan tabel berikut i sebagai acuan
proses pencarian.

Tabel 5.3 Bentuk Kegatan Gotong Royong

I BENTUK KEGIATAN GOTONG ROYONG.

Setap anggota
kelarga baho-
membany
membersiian
ruman setisp
ki pekan.

Setap hariJumat pagl semua  Setiap har,
Warga sekolah membersian _ diikukan kegiaan

lingiungan sekiah untu  bersama antarwarga
ménjaga kebershandan  kampung untuk
mencptakan kenyamanan  menjaga keamanan
dalam proses beaar- dengan melakukan
mengajar. kegiatan istamiing
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Temukan berbagai macam manfaat kegiatan gotong royong bagi pribad
dan kehidupan masyarakt. Kamu dapat menggabungkan hasi temuan dari
Aldivitas 5.2 bersama anggota kelompokmu yang terdir atas 3.5 peserta
didik. Kemudian, presentasikan hasi diskusidi kelas.
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‘Tabel 5.4 Rambu-Rambu Penilaian Aktivitas Presentasi

Kesesusian Mater PenyajanPresentasi Sksp yang dtampilan paca szt
kst ks

Manfast gotong royong dalam kehidupan masyarakatIndonesia capat dasakan

oleh setiap incividu yang ada di ligkungannya. Gotong royong mengandung

il fuhur yang sudsh melekat dan menjadi kepribadian masyarakat

Indonesia. Ada semangat yang dapat dwujudkan dalam bentuk tindakan

ataupun peilaku secara indvidu atau daam suatu kelompok masyarakat.

Merekaakan bersatu untuk melakukan sebuah kegitan secara bersama-sama

‘e kepentingan bersamantanpa mengharapkan imbaan atau balasan Berkut

ini beberapa il yang terkandung dalam kegiatan gotong royong.

1. ilai Kebersamaan
Dalam aktvitas gotong oyon, terbentuk semangat kebersamaan. Arinya,
individ stau masyarakat tanpa paksasn (sukarel) dan bersamasama.
membantu orang lsin maupun untuk kepentingsn umum (masyarakat)
yang dapat dirasakan manfastrya secara bersama-sam.

2 Nilsipersatuan
Kebersamaan yang timbuldar seurun lpisan masyerakat skan menciptakan
asapersatuan tanpa memandang kepentingan pibadiatau golongan dan
Iatar belaang paca indiic dalam ingiungan masyeracat Adanyasemangat
persatun i mampu melahirkan kekuatan secara emosionsl dariseuruh
Iapisan masyarakat. Dengan demiian,segala bentuk permasalahan yang
timbul dapatdselesaikansecara di dengan mengecepanian kepentingan
bersama.

3 Nils Rela Berkorban
Kegiatan gotong royong disndaskan pada iaidan sikap el berkorban,
Hal in beriaitan dengan berbagal macam pengorbanan yang diakukan
oleh setap individu dolam masyarakat,Bentuk pengorbanan dapat berupa
‘Waktu tenaga,pikran,de bahkan harta demi telaksananya kegiatan gotong
rojong. Semua pengorbanan tersebut murni ilakuian oleh indvidu tau
masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama tanga adany pakssan
dar phak tertentu.

4. Nilsi Tolong menalong
‘Salah ssu twjuan daam perwujudan kegiatan gotong royong alah untuk
Saling membantu antarsesama anggota masyarakat. Darl ia n, akan
terbentul kedekatan ltih mencalam dan merasskan manfastnya bagi
orang ain ataupun secara pibadi.
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Bacalah atkel i bawah i dengan saksamal Kemudian, jawabiah peranyaan
dibawahnya.

g7/
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Gotong royong jika diartikan secara sederhana merupakan cara masyarakat
melakukan suatu pekeraan bersama-soma tau sling bahumembah aar
pekerjaan terasa e ringan dan membutukan waktu yang lebh singkat.
‘Gotong royong merupakan alahsatukon budaya bangsa Indonesa yang
dikenal hingga ke seuruh penyurs duria.

I berarts bahwa bangsa yang sarat akan kebudayaan in memiiki jwa
Kebersamaan yang kst untuk et bersatu dengan cara bergotong oyonG.
Gotong royong i dapat menumbuikan rasa simpsti masyarakat dan
‘menggerakkan empat mereka untuk saling menolong satu sama lan.
Namun, ktko kta melihat budaya goong royong pada zaman sekarang,
betapa mirsnya karen budaya tersebut telah memudar tergilas arus
globalisas. Banyak budaya bartsyang masuk sepert modernisasidan ain
sebagainya.Masyarakat cenderung e indiiduals, konsum,da kapials
sehingga rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan senasb sepenanggungan
iasa tidak agipenting.

Alasan ain yang membuat masyarakat Indonesia sudah muiai melupakan
il luhur car budaya gotong royong alah 3t sfa sepert malas
yang membuat mereka enggan untuk melakukan kegiatan bersama.
Samasepert kera bakti dan sebagainya. Masyarakat sekarang ugasudah
terjangiitvirus materialsme yang mermbuat mereka menuhankan Uang,
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‘dan mengangapnya lebih penting dari segalanya. Akibatnya, mereka hanya

bk dengan pekerjaan yang dirasa bisa memberikan keuntungan berupa

uang, Alasan-alasannish yang membuat masyarakat melupakan pentingnya

sosialsasi dengan masyarakat yang lin.

Ketika hal sepert di atas terus terjad, hal tu akan meniki dampak buruk

terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Generasi muda yang

tumbuh dalam lingkungan budaya sepertiini - akan hidup dengan cara

yang saleh pula

‘Oleh sebab tu, perlu kesadaran dil dari berbagal pihak untuk senantiasa

menumbuhan semangat bergotong royong agar terwjud kehidupan

bangsa yang lebihterarah pada kerukunan dengan saling bahu-membahu

dalam menyelesaikan permasaahan yang ads. Karena persatuan merupakan

harga mati yang tak dapat diniai dengan kepingan nominal dan tak kan

luntur meski didera goda dan masa.

st Yuds Fedsytompesiana Gergan peryesilr)

Setelah membaca artkel tersebut,slakan kerjakan soalberikut il secara

mandir

1. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari atiel tersebut?

2. Apa penyebab memudarnya kegiatan gotong rojong di era milenial
saatin?

3. Bagaimana cara kamu menyikapi pudanya kegiatan gotong reyong?

4. Langkah apa saja yang dapat kamu akukan untuk menumbuhkan
Kembal kegiatan gotong royong?.

5. Berikan 3 contoh kegiatan gotong royong yang kam kut i ngkungan
masyarakat!
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siap Eksplorasi

Lakukan Aktvitas 5.5 berikut ni secara berkelompok!

Pada kegiatan i, sakan kamu temukan sebuah radisi gotong royong di

Sekitar tempat tinggalmus It langkahvlangkah berbut ini.

1. Kamu dapat berkonsiltasi dengan guru untuk mengidentiiasi dan
menentukan bentk radis gotong royong. Ada beberapa conton tradis
gotong royong dalam inghungan masyarakat ndonesiasecara umu,
misalnya sepert ikt
2. pembersihan tempatbadah untuk menyongsong kegiatan keagamaan.
b, Musyawarah Karang Taruna atau Perkumpulan Muda Mudiuntuk.

menyambut peringatan Har Kemerdekaan RL
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<. Pesta rakyat pada saat musim panen.
4. Sinomanpramussj dalam pesta permkahan atau kematian seseorang.
. Upacara adattertentu baik pernikahan atau kematian seseorang,

6. Setelah kamu menentukan tadisi gotong royong bersama guru atau
teman sebaya, segera bentuk kelompok yang terdiri atas .6 anggota.

7. Usahakan anggota dalam suatu kelompok terdir atas lakiaki dan
perempuan yang rumahnya saing berdekatan.

& Kemudian, kutiah tradis gotong royong yang sudah kamu tentukan
bersama masyarakat.

9. Buatah sebuah aporan kelkutsertaan kelompok dalam kegiatan tradis
otong royng. Buktikan dengan foto atau sebuahvideo dengan durasi
maksimal 3 menit.

10, Konten dalam video berupa hal-hal berikut.
+ Pengenslan denttastradis otong royong misainya nama stlahnye,
dari daerah mana, dan kapan pelaksanaannya.
- Bentuk tradisi gotong royong yang diskukan.
+ Manfaat radis gotong royong yang dilakukan.
1. Bagikan momen kelkutsertaanmu_dalam kegiatan gotong royong
melalui sosial media yang kam il

Tabel 5.5 RambuRambu Pnllan Akcvias 5

s dan pengembangan gagasan

Gagasan
Keeatias___ Bertuk penyalan materi tau kontan yang dikriakan
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Efeltwtzs Kesesusian matercan tema yang sudn dtentukan

Penamplan sikap dan perlaku dalam konten atau mater
yang dsajian

Komunias_ pemafastan bahasa Indonesia yang btk dan sanun
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Siap Profl Peajar Pancasita

PRAKTIK GOTONG ROYONG, DIMULAI DAR AKU!
Kamu dapat merumuskan berbagai prakik gotong royong di sekolshmu
Sesuaitema di bawah in
1. Gotong Royong untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah
2. Gotong Royong Menciptakan Bucaya Lterasidemi Mewjudkan Generasi
Emas 2045
3. Gotong Royong Membangun Perlaku Jujur melaki Kantin Kejujuran
4. Gotong Royong Menghias Kelas untuk Meningkatkan Kenyamanan
dalam Proses Belsjar-Mengajar
5. Gotong Royong Membentuk Kedisiplinan melalu Kesepakatan dan
Konsensus Bersama Warga Sekolah
Setelah kamu menentukan tema gotong royong, ikutiah tahapan berikut
i untuk memudahkan pelaksaan praktik gotong royong di sekolahmu.
PERENCANAAN
1. Susun tjuan yang akan kamu capaidalam gotong royong, misainya:
+ Terdptanya kebersihan ruangan kelas.
+ Tercptanya budaya iterasid kelas XL PA.
+ Tercptanya ruangan kelas yang nyaman, indah, dan bersi untuk
‘mendukung proses belajar-mengajar.
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pow

~

‘Susun jadwal pelaksanaan dan konsultasikan kepada guru.
Untuk memudahikan, proyek in dapat dikerjakan dalam kelompok
esar misalnya satu kelas terbag dari 23 kelompok.

Buatiah daftar keperluan alat dan bahan sesuai dengan tema yang
dipiin ika diperlukan).

Laksanakan kegiatan gotong rojong sesua jadwalyang sudh disepakat
bersama.

Buatiah dokumentasi progres kegiatan dengan media foto atau video.
Sesuai kemampuan kelompok.
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Tabel 5.6 Ramiou Rambu Peiaan Avtvcas Prakck

berkutini.
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[é] Uji Kompetensi
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Rubrik Penilaian Unjuk Kerja untuk Uji Kompetensi

Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Bagian perencanzan memuat twjuan kegiatan yang jes dan persiapan/
rsteg penyeesaian masalan yang benar dan epat.
Bagianpelaanaan mermiat roses pengumpulan dtayang bk penyelesaan
masalah yang masuk aal (nalr) don penyajn data berbasts buk
Bagianpelaporan memuat kesmpulan ki yang sesual dengan 4, erdapat
pengermbangan hasi pada masaiah an.

Kerja sama kelompok sangatbalk.

Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan. dan pelaporan.
Bagian perencanzan memuat twjuan kegiatan yang jes dan persiapan/
rsteg penyeesaian masalan yang benar dan epat.
Bagianpelaanaan mermiat roses pengumpulan dtayang bk penyelesaan
masalah yang masuk aal (alr) dan penyajandata erbasis buk
Bagian peaporan memuat kesimpulan sk yang sesual dengan daa, idak
terdapat pengembangan has pada masalah ain.

Kerja sama kelompok sangatbak.
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~ Laporan memuat perencanaan, plaksanaan, dan pelaporan.

« Baclan perencanaan memuatjuon kelatan yangKiran € dan persiapan
srateg penyelesaian masalah yang kurang benar dan tepat

« Bagin pelaksanaan memuat proses pengumpulan daa yang krang balk
penyelsaian masaah yang kurang masuk 3kl (1alar dan peryajan data 2
Kurang berbasis bukti,
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' Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan
3 tal erdapat pengembangan hae pacs mlan an.
- kerjssama elompo sl

"~ Laporan memua perancanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

. Bagan prencansan mémuat tjan kegatan yang s e dan persispar)
srateg penyelesaian masalah yang kurang benar dan tepac.

« Bagin pelatsanaan memuat proses pengumpulan daa yang kurang balk.
penyelsaian masalah yang kurang masuk 3kl (rlar dan penyajan data
Sk neroass e,

« Bagian peaporan memuat kesimpulan akir yang idak sesualdengan dta,
dak terdapat pengembangan has pada masaah in.

- Kerfa sama elompok kurang bk

Tisak melakuian tugas proyek
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Urgensi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Dalarm kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas, poliik tidak
semata-mata dimaknal sebagal proses kekuasaan pemerintahan, baik
i lembaga legislati, eksekutif, maupun yudikati (suprastruktur poliik.
Proses poliik uga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada
lembaga-Jembaga non-pemerintahan, seperti parta poltk dan organisasi
Kemasyarakatan, sebab lemibaga-Jembaga tersebut secara langsung maupun
tidaklangsung kut terlbat dan berpengaruh terhadap proses kekuasaan
di dalam negara (infrastruktur polick).

Infrastruktur politk dalam kehidupan politk masyarakat memilki fungsi

antara lan sebagai berikut.

1. Sebagai pendidikan politk untuk meningkatkan pengetahuan polick.
rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam
sistem polikny.

2. Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan nyata nyata
hidup dalam masyarakat. Masyarakat mempunyal pandangan, pendapat,
dan kepentingan yang berbeda-beda bergantung pada keadaan atau
lingkungan yang memengaruhinya.
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3. Sebagalagregasi kepentingan, yatu menyalurkan segala hasrataspirasi
‘dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan.
4. Menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan
pemimpin atau calon pemimpin bagi masyerakat.
Suprastruktur politk adalah semua embaga negara yang tersebut di dalam
Konsttusi negara, yang menjalankan fungsi legsat, eksekut, dan yudikati.
Ketiga fungsi pemerintahan tersebut legislat, eksekutf, dan yudikati)
dalam membuat keputusan-keputusan (kebjaksanaan negara), dperlukan
adanya kekuatan yang seimbang, saling mengawasi,dan teralinnya kerja
Sama yang baik. Suprastruktur poltk dalam aktivitasnya memengaruhi
Suasana kehidupan poltk pemerintahan (th govermental poltica phare).
Hubungan kerja antara satu lembaga dengan yang lannya, ugas,funsi,
wewenang, an tata hubungan antarlembaga dalam suprastruktur politk
diIndonesia diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,
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‘Tabel 6.2 Rubrik Penilaian Diskusi

1 Kesesusian dengan konsep
2 Ketepatan memih bahan
3 kst

4 Ketepatan wakeu pengumpulan wgas
5 Kerspanhasi

Jomiahskor

Keterangan: 100 - sangatbaik, 75~ baik,
50 - cukupbaik, 25 - kurang baik.

Nt Prolehan = ——umlohSkor 10
Shor moksimal




image50.png
.

‘Tabel 6.3 Rubrik Peniaian Presentasi

Mau menerima pendpat teman.

2

Memskss teman untuk menerims pendapstya
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3 Membersolusiterhadap pendapat yang berentangan.
4 Mau bekera sama dengan semus teman.

5 Siakan i dengan aermat lain

Perilaku posict Ya
Perilaku negatif Ya

Tabel 6.4 Rekapiciai Pniaan Peserta Didk

] w0 100 s0 100 s 20
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“Thel 6.5 Akometi Keglatan Pembelajeran Subbeb le-1

Diskusi Pesera didk dapat dbagimeryadi2keompelbesaruntk melakukan
panel iskus untuk menemkan bentuicbentuk lembaga negara.
Sudi Guru dapat mengarahian peseta ik untk melakukan penelaahan

Uteratur  tenang embaga negaradi erpustakaan sekolah Dalam kegiatanin,
‘qury dapat membagimeryadi 4 kelompok besar untuk dibeican gas
berbe sesuai dengan ssfias lembaga negars, ait leglts,
eksekut, yudikati, dan ksaminat.

Berianya  Peserta didk dapat dpasangian untuk saling berinterakst dalam
Dislekis _ menemukan berbagai bentuk lemsaga negara yang ada i Indonesia.
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Mierarki Antarlembaga
Hierarki antarlembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada
pengaturan mengena perlakuan hukum terhadap orang yang menduduid
Jabatan dalam lembaga negara tersebut. Untuk tu, ada dua kritera yang
‘Gapat dipakal, yaitu sepert berikut.

" Keteia herarki bentuk sumber normaci yang menentukan kewenangannye.
+ Kualas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem

Kekuasaan negara.

1. Klasifikasi Organ Negara
‘Organ lapis pertama biasa disebut sebagai lembaga tingg! negara,
organ lapis kedua disebut lembaga negara, dan organ lapis ketga alah
lembaga daerah. Kategoriketiga alah organ Konstitusiyang termasuk
Kategorilembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misainya
Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden.
Artinys, keberadaannya secara hukum hanya berdasar atas kebiakan
Presiden belaka (Presidental Poiy) atau beleid Presiden. Seain I,
‘ada pula embaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab IV ULD NRI
Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga-lembaga daerah
tersebut sepert Gubernus DPRD Prov, Pemda, Pemkab.

2 Fungsi Kelembagaan
Lembaga negara yang tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 ada
yang dapat dikategorikan sebagal organ utama atau primer (rimary.
constiusionalorgans) dan ada pula yang merupakan organ pendukung
atau penunjang (auslorystoe organs). Untuk memahar perbedaan d:
‘antara keduanya, lembaga-fembaga negara tersebut dapat dibedakan
menjadi tiga ranah (domain) yaitu:

+ Kekuasasn eksekutf atau pelaksana,
+ kekuasaan legislaif dan fungsi pengawasan, serta
+ Kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisia,
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‘Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara, ada Presiden
dan Wakil residen yang merupakan satu kesatuan nstusi kepresidenan.
‘Dalam cabang kekuasaan kehakiman, ada lembaga pelaksana atau pelaku
Kekuasaan kehakiman, yaits MA dan MK, ada pula KY sebagai lembaga
engaas martabat, kehormatan, dan prilak hakim. Keberadaan fungsi
KY inibersfat penunjang (awdloy) tehadap cabang kekuasaan kehakiman.
Komistnl bukariah fembaga penegak huku (the enforce of o, tetapi
‘merupakan lembaga penegak etika kehakiman (he enforcer of the rule of
Juccol ethics).
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‘Dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legisiatf terdapat empat organ
atau lembaga, yaitu (1) DPR, (2) DPD, (3) MPR, dan (4) 8PK. Dalam ranah
legilat,lembaga pariemen yang utama adalah DPR. DPO bersifat penunjang.
'MPRadalah lembaga perpanjangan fungs (extension) paremen, khususnya.
dalam rangka penetapan dan perubahan konsiitusi, pemberhentian, dan
pengisian lowongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Namun demikian, meskipun dalam bidang legisiast kedudukan DPD ity
bersifat penunjang bagi peranan DPR, tetapi dalar bidang pengawasan
‘yang menyangkut kepentingan daerah, DPD tetap mempunyal kedudukan
yang sangat penting. Oleh karena itu, DPD tetap dapat disebut sebagal
lembaga utama (main state organ).
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‘Tabel 6.6 Rubrik Penilsian Aktivias 6.2

Kelompok

Kesesuaian dengan konsep dan pinsis.

Ketepatan memih sumber bacaan.

Keeatunas

Ketepatan waktu pengumpuian tgas.

Penggunaan Bahesa yang Komuniati

Jumiah sor

Keterangan: 100 sangat baik, 75 - baik,
50 - cukup baik. 25 - kurang baik

o_jumiohSior
i Perolon = —Jum 0
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“Tabel 6.7 Alternatif Kegiatan Pembelsjaran Subbab ke-2

problem Based  Guru dapat menggunakan strategipembelfaran PBL dengan

Leorning (PEL)  menganatsis kasustertenu. Strategi i dapat il cengan
memberian permasaiahan yang aca di alam lembaga negara
diindonesis.

fonteksuat Guru dapat menggunakan strategipembelaran i dengan

larning mengarahkan peserta ik untuk mencarl sendiri dengan

prosedur tertént untuk menemukan keducukan dan ungs:
kelembagaan diIndonesia.





